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Judul Skripsi : Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis 
Partisipasi Di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene 
Dengan Pendekatan ABCD (Asset Based Community 
Development) 
Perekonomian masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan kualitas hidup masyarakat. 
Seperti halnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan 
penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh 
kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu 
tahun). Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang memberikan kontribusi 
terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Majene. Sektor ini mengalami 
pertumbuhan yang relatif besar dibanding sektor lainnya. Pada tahun 2014 sektor 
pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 4,38 persen. Meskipun angka 
pertumbuhannya kecil, sektor ini merupakan penyokong ekonomi Kabupaten Majene 
tertinggi yaitu sebesar 35,28 persen. Tetapi, pendapatan perkapita Kabupaten Majene 
masih di bawah pendapatan perkapita rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Dan, angka 
kemiskinan Kabupaten Majene sebesar 15,26 persen dan merupakan terbesar kedua 
se-Sulawesi Barat. (Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015). 
Kawasan agropolitan yang salah satunya berada di Kecamatan Malunda, yang 
ditetapkan sebagai lokasi Rencana Kawasan Agropolitan didasarkan atas kriteria yang 
ada serta berdasarkan arahan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 (Perda 
No. 12 Tahun 2012) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 
2012-2032. Setelah diidentifikasi memiliki aset-aset atau potensi dominan yang ada 
di dalam masyarakat dapat menjadi unggulan dan dapat dikembangkan untuk 
kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Kecamatan Malunda memiliki prasana 
dasar (PSD) untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa, seperti jaringan 
xiv 
 
listrik dan telepon serta mempunyai jumlah penduduk yang cukup untuk memenuhi 
standar penyediaan fasilitas sosial maupun ekonomi.  
Namun, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini untuk 
dikaji, yakni salah satu faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam 
peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya disebabkan oleh 
rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan 
agropolitan di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene khususnya aset di sektor 
pertanian, hal ini terjadi dikarenakan intervensi pemerintah yang masih rendah dan 
belum adanya kerjasama yang berkelanjutan antara pemerintah daerah dan 
masyarakat setempat dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan 
Malunda. 
Dalam penelitian ini, ada 3 faktor yang diduga mempengaruhi pengembangan 
kawasan agropolitan berbasis partisipasi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, 
yaitu : warga/masyarakat, organisasi lokal, dan fasilitas. Ketiga faktor tersebut 
dianalisis berdasarkan hasil identifikasi aset-aset yang sudah dimiliki Kecamatan 
Malunda dipadukan dengan data-data dari BPS Kabupaten Majene yang terkait 
dengan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda Kabupaten 
Majene.  
Dari uraian hasil identifikasi aset-aset yang sudah dimiliki Kecamatan 
Malunda dengan data-data dari BPS Kabupaten Majene. Ketiga faktor tersebut dapat 
dianalisis menggunakan SWOT, yaitu identifikasi kekuatan (strength), kelemahan 
(weakness) sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh faktor internal, serta peluang 
(opportunity) dan ancaman (threat) sebagai kondisi yang dipengaruhi oleh kondisi 
lingkungan eksternal. 
Hasil identifikasi aset-aset yang ada di Kecamatan Malunda dan dari hasil 
analisis matriks SWOT dalam penelitian ini yaitu mengenai Pengembangan Kawasan 
Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Dengan 
Pendekatan Asset Based Community Developmemt diperoleh model penerapan Model 
Penerapan Asset Based Community Development Dalam Pengembangan Kawasan 
Agropolitan Berbasis Partisipasi Di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. 
 
Kata Kunci : Agropolitan, Aset, Partisipasi Masyarakat, Pengembangan, 
Pengelolaan, Sumber Daya. 
 
 BAB I 
PENDAHULUAN  
A. Latar  Belakang 
Perekonomian masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam 
peningkatan kesejahteraan masyarakat atau peningkatan kualitas hidup 
masyarakat. Seperti halnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang 
merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan 
oleh seluruh kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu dan dalam satu kurun 
waktu tertentu (satu tahun). Dalam penelitian ini, nilai PDRB Kabupaten 
Majene pada tahun 2012 2.587.345,1 juta rupiah, tahun 2013 angka ini 
meningkat menjadi 2.847.109,6 juta rupiah, dan di tahun 2014 berkembang 
menjadi 3.187.223,7 juta rupiah atau mengalami peningkatan sebesar 23,19 
persen dari tahun 2012. Pada tahun 2013 perekonomian Kabupaten Majene 
tumbuh sebesar 5,55 persen, sedangkan pada tahun 2014 mengalami 
perlambatan pertumbuhan ekonomi dibanding sebelumnya dengan nilai 
pertumbuhan sebesar 5,35 persen. PDRB perkapita Kabupaten Majene tahun 
2014 sebesar 19.780.203 rupiah atau menempati urutan keempat terbesar se-
Sulawesi Barat.   
Sektor pertanian merupakan sektor ekonomi yang memberikan 
kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kabupaten Majene. Sektor ini 
mengalami pertumbuhan yang relatif besar dibanding sektor lainnya. Pada 
tahun 2014 sektor pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 4,38 persen. 
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Meskipun angka pertumbuhannya kecil, sektor ini merupakan penyokong 
ekonomi Kabupaten Majene tertinggi yaitu sebesar 35,28 persen. Tetapi, 
pendapatan perkapita Kabupaten Majene masih di bawah pendapatan 
perkapita rata-rata Provinsi Sulawesi Barat. Dan, angka kemiskinan 
Kabupaten Majene sebesar 15,26 persen dan merupakan terbesar kedua se-
Sulawesi Barat. (Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Majene Tahun 2015). 
Padahal, kawasan agropolitan yang salah satunya berada di Kecamatan 
Malunda, yang ditetapkan sebagai lokasi Rencana Kawasan Agropolitan 
didasarkan atas kriteria yang ada serta berdasarkan arahan dari Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2012 (Perda No. 12 Tahun 2012) tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032. Setelah 
diidentifikasi memiliki aset-aset atau potensi dominan yang ada di dalam 
masyarakat dapat menjadi unggulan dan dapat dikembangkan untuk 
kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, Kecamatan Malunda memiliki 
prasana dasar (PSD) untuk menunjang perkembangan produksi dan jasa, 
seperti jaringan listrik dan telepon serta mempunyai jumlah penduduk yang 
cukup untuk memenuhi standar penyediaan fasilitas sosial maupun ekonomi.  
Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 (UU No. 26 tahun 2007) 
tentang Penataan Ruang, kawasan agropolitan didefinisikan sebagai kawasan 
yang terdiri atas satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah pedesaan sebagai 
sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang 
ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan 
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sistem pemukiman dan sistem agrobisnis. Kandungan ayat di bawah ini 
mencoba untuk menghubungkan tentang keterkaitan kandungan ayat Al-
Qur’an dengan pengembangan agropolitan yaitu Surah Luqman ayat 10 : 






“Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya dan Dia 
meletakkan gunung-gunung (di permukaan) bumi supaya bumi itu tidak 
menggoyangkan kamu; dan memperkembang biakkan padanya segala macam jenis 
binatang. Dan, Kami turunkan air hujan dari langit, lalu Kami tumbuhkan padanya 
segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik.”(QS. Al-Luqman 31:10). 
Ayat tersebut menjelaskan bahwa tumbuhan-tumbuhan yang beraneka-
ragam dan hewan adalah bukti adanya Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) 
yang menciptakan bumi beserta isinya sebagai aset/hadiah atau titipan dari 
Allah SWT yang seharusnya dijaga, dirawat, dan dikembangkan serta 
dimanfaatkan juga digunakan manusia dalam hal ini masyarakat sebagai 
sumber penghidupannya. Agropolitan ini merupakan konsep yang digunakan 
untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yaitu tumbuh-tumbuhan, 
hewan dengan sebaik-baiknya melalui identifkasi aset-aset yang ada di lokasi 
penelitian Kecamatan Malunda. 
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Namun, terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian ini 
untuk dikaji, yakni salah satu faktor yang menjadi kendala atau hambatan 
dalam peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya 
disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda Kabupaten 
Majene khususnya aset di sektor pertanian, hal ini terjadi dikarenakan 
intervensi pemerintah yang masih rendah dan belum adanya kerjasama yang 
berkelanjutan antara pemerintah daerah dan masyarakat setempat dalam 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda. 
Berdasarkan isu dan permasalahan di atas, maka penulis memilih judul 
dalam rangka tugas akhir dengan pokok bahasan tentang                            
“PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN BERBASIS 
PARTISIPASI DI KECAMATAN MALUNDA KABUPATEN MAJENE 
DENGAN PENDEKATAN ABCD (Asset Based Community 
Development)” melalui pendekatan ABCD (Asset Based Community 
Development) diharapkan dapat mengarahkan masyarakat di kawasan 
agropolitan Kecamatan Malunda untuk ikut berpartisipasi secara langsung 
maupun tidak langsung serta bekerjasama secara berkelanjutan dengan pihak 
pemerintah maupun non pemerintah untuk pengembangan aset-aset dan 




B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 
mengungkapkan masalah yang termuat dalam suatu rumusan yaitu : 
“Bagaimana Model Penerapan Asset Based Community Development Dalam 
Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene.” 
 
C. Tujuan dan Manfaat 
1. Tujuan 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 
Untuk mengetahui Model Penerapan Asset Based Community Development  
Dalam Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene. 
2. Manfaat 
Adapun yang menjadi manfaat diadakannya penelitian ini antara lain : 
a. Sebagai bahan masukan dan informasi dasar bagi pemerintah dalam hal 
perencanaan tata ruang kawasan agropolitan khususnya di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene. 
b. Sebagai bahan pertimbangan atau acuan pada penelitian selanjutnya dengan 






D. Ruang Lingkup Penelitian 
1. Ruang Lingkup Materi 
Ruang lingkup materi dalam penelitian yaitu meninjau Struktur Tata Ruang 
Wilayah dan Pola Ruang Kabupaten Majene, mengidentifikasi arahan 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda, serta dapat melihat 
dan melakukan suatu arahan pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan 
Malunda. 
2. Ruang Lingkup Wilayah 
Lingkup wilayah yang masuk dalam wilayah penelitian ini adalah 
Kecamatan Malunda yang merupakan kawasan agropolitan yang ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032. 
 
E. Sistematika Pembahasan 
Adapun sistematika pembahasan yang terdapat pada penelitian ini 
adalah secara berurutan sebagai berikut: 
BAB I  : PENDAHULUAN 
Uraian ini berisi pendahuluan yang merupakan rangkaian 
penelitian meliputi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan 





BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini menjelaskan beberapa hal yang mendasar secara 
teoritis dan berdasarkan kebijakan yang berlaku. Penjelasan 
tersebut mengenai Pengertian Pengembangan Kawasan,  
Pengertian Umum dan Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan, Teori 
Asset Based Community Development, Pengelolaan Sumber 
Daya Berbasis Komunitas. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini menguraikan tentang metodelogi penelitian yang 
akan digunakan dalam penelitian ini diantaranya: jenis 
penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, 
teknik pengumpulan data, objek penelitian, metode analisis 
data, variabel penelitian, defenisi operasional, dan kerangka 
pikir. 
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum wilayah 
penelitian serta pembahasan dari hasil identifikasi objek 
penelitian dan kandungan ayat Al-Qur’an yang terkait dengan 
partisipasi masyarakat. 
BAB V : PENUTUP 
  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian. 
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Pengertian Pengembangan Kawasan 
Pembangunan ialah mengadakan, membuat atau mengatur sesuatu 
yang belum ada. Pengembangan ialah memajukan, memperbaiki atau 
meningkatkan sesuatu yang sudah ada. Pembangunan dan pengembangan 
(development) dilakukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 
Pembangunan dan pengembangan itu dapat merupakan pembangunan fisik 
atau pengembangan fisik, dan dapat merupakan pembangunan sosial dan 
ekonomi atau pengembangan sosial-ekonomi (Jayadinata, T. Johara, 
1992;43). 
Pengembangan (development) mengandung pengertian pemekaran 
(kuantitatif dan perbaikan (kualitatif), sedangkan pengertian kawasan, wilayah 
dengan fungsi utama lindung dan budidaya; ruang yang merupakan kesatuan 
geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya 
ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri 
tertentu/spesifik/khusus (Kamus Tata Ruang, 1997;51). 
Pengembangan kawasan atau wilayah mengandung pengertian arti 
yang luas, tetapi pada prinsipnya merupakan berbagai upaya yang dilakukan 
untuk memperbaiki taraf kesejahteraan hidup pada suatu wilayah tertentu. 





Disisi sosial ekonomis, pengembangan wilayah adalah upaya memberikan 
atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya penciptaan pusat-
pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik, 
dan sebagainya. Disisi lain secara keseimbangan lingkungan sebagai akibat 
dari campur tangan manusia terhadap lingkungan. Alasan mengapa diperlukan 
upaya pengembangan pada suatu daerah tertentu, biasanya terkait dengan 
masalah ketidakseimbangan demografi, tingginya biaya produksi, penurun 
taraf hidup masyarakat, ketertinggalan pembangunan, atau adanya kebutuhan 
yang sangat mendesak. 
Dari definisi diatas terdapat beberapa kata kunci yang harus terdapat 
dalam pengembangan kawasan yaitu : 
1. Program yang menyeluruh dan terpadu; 
2. Sumberdaya yang tersedia dan kontribusinya terhadap wilayah 
cakupannya; 
3. Suatu wilayah tertentu. 
Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang 
disebutkan bahwa terdapat 3 klasifikasi bentuk Rencana Tata Ruang Wilayah 
yaitu : 






2. Berdasarkan aspek administrasinya dikenal dengan Rencana Tata Ruang 
Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 
(RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK); 
3. Berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan 
perdesaan, perkotaan dan kawasan tertentu (anonym). 
Berdasarkan perkembangan serta kebutuhan pembangunan daerah, 
bentuk-bentuk perencanaan wilayah bertambah variasinya. Mengacu kepada 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 (PP No. 
47/1997) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), rincian 
rencana dikembangkan berdasarkan kepada skala prioritas ditetapkan 
Kawasan-Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Dalam 
menunjang program-program kerjasama Sub-Regional, globalisasi, mengatasi 
krisis moneter (program rescue dan pemulihan) dibutuhkan pendekatan-
pendekatan wilayah untuk mengikat program-program tersebut. 
B. Pengertian Umum dan Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan 
1. Pengertian Umum Agropolitan 
Agropolitan terdiri dari kata agro dan politan (polis). Agro berarti pertanian 
dan politan berarti kota, sehingga dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota 
yang terletak di dalam kawasan pertanian. Sehingga yang dimaksud dengan 
agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena 





menarik kegaiatan pembangunan (agribisnis) dari wilayah sekitarnya. 
Agropolitan adalah suatu konsep pembangunan berdasarkan aspirasi 
masyarakat bawah yang tujuannya tidak hanya meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi, tapi juga mengembangkan segala aspek kehidupan sosial (pendidikan, 
kesehatan, seni-budaya, politik, pertahanan-keamanan, kehidupan beragama, 
kepemudaan, dan pemberdayaan pemuda dan kaum perempuan) (Ali Kabul Mahi, 
2014;1). 
Kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) terdiri dari kota pertanian 
dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada disekitarnya dengan batasan 
yang tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintahan, tetapi lebih 
ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada. Pengelolaan 
ruang dimaknakan sebagai kegiatan pengaturan, pengendalian, pengawasan, 
evaluasi, penertiban dan peninjauan kembali atas pemanfaatan ruang kawasan 
sentra produksi pangan (agropolitan). 
Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) 
adalah pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan 
mensinergikan berbagai potensi yang ada, yang utuh dan menyeluruh, yang 
berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisai yang 
digerakkan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. 
Kawasan pedesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan 
pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota 





interpendensi/timbale balik yang dinamis. 
2. Ciri-Ciri Kawasan Agropolitan 
Ciri-ciri kawasan Agropolitan yang sedang berkembang memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut: 
a. Sebagian besar masyarakat di kawasan tersebut memperoleh pendapatan dari 
kegiatan pertanian (agribisnis); 
b. Sebagian besar kegiatan di kawasan tersebut didominasi oleh kegiatan 
pertanian atau agribisnis, termasuk di dalamnya usaha industri (pengolahan) 
pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian (termasuk perdagangan untuk 
kegiatan ekspor), perdagangan agribisnis hulu (sarana pertanian dan 
permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan; 
c. Hubungan antara kota dan kawasan agropolitan bersifat interdependensi 
timbal balik yang harmonis, dan saling membutuhkan, dimana kawasan 
agropolitan mengemhangkan usaha budidaya (on farm) dan produk olahan 
skala rumah tangga (off farm). Sedangkan kota menyediakan fasilitas, 
pelayanan untuk pengembangan usaha budidaya dan agribisnis sepert 
penyediaan sarana pertanian, modal, tel inforrnasi pengolahan hasil dan 
penampungan/pemasaran produk pertanian; 
d. Kehidupan masyarakat di kawasan agropolitan mirip dengan suasana kota 
karena keadaan sarana yang ada di dalam kawasan agropolitan tidak jauh 





Menurut (Ali Kabul Mahi, 2014 : 3) suatu wilayah dapat dikembangkan 
menjadi suatu kawasan agropolitan bila dapat memenuhi persyaratan meliputi : 
a. Memiliki sumber daya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk 
mengembangkan komoditi pertanian yang dapat dipasarkan atau telah 
mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan), serta berpotensi 
atau lebih berkembang diversifikasi usaha dari komoditi unggulannya. 
Pengembangan kawasan tersebut tidak saja menyangkut kegiatan budidaya 
pertanian (on-farm) tetapi juga kegiatan off farm-nya; yaitu mulai pengadaan 
sarana dan prasarana pertanian (seperti benih/bibit, pupuk, obat-obatan, alsin), 
kegiatan pengolahan hasil pertanian (seperti membuat produk olahan, produk 
makanan ringan/kripik, dodol, dan lain-lain) sampai dengan kegiatan 
pemasaran hasil pertanian (seperti bakulan, warung jual beli hasil pertanian, 
pasar lelang terminal/sub terminal agribisnis dan lain-lain) dan juga kegiatan 
penunjangnya (seperti pasae hasil agrowisata); 
b. Memiliki berbagai prasarana dan sarana agribisnis yang memadai untuk 
mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisni, antara lain : Jalan, 
pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya, seperti :  
1) Pasar, untuk hasil-hasil pertanian, pasar sarana pertanian, alat dan mesin 
pertanian, maupun pasar jasa pelayanan termasuk pasar lelang gudang 
tempat penyimpanan dan prosessing hasil pertanian sebelum dipasarkan; 
2) Lembaga keuangan (perbankan dan non perbankan) sebagai sumber modal 





3) Memiliki kelembagaan petani (kelompok, koperasi, asosiasi) yang 
dinamis dan terbuka pada inovasi baru, yang harus berfungsi pula sebagai 
sentra pembelajaran dan pengembangan Agribisnis (SPPA), kelembagaan 
petani di samping sebagai pusat pembelajaran (pelatihan), juga diharapkan 
kelembagaan petani/petani maju dengan petani di sekitamya merupakan 
inti plasma dalam usaha agribisnis; 
4) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai klinik, 
konsultasi agribisnis (KKA) yakni sebagai sumber informasi 
pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan usaha agribisnis yang 
lebih efisien dan menguntungkan. Dalam pengembangan kawasan 
agropolitan ini BPP perlu diarahkan menjadi balai penyuluhan 
pembangunan terpadu di mana BPP ini merupakan basis penyuluhan bagi 
para penyuluh dan petugas yang terkait dengan pembangunan kawasan 
agropolitan dan penyuluh swakarsa seperti kontak tani/petani maju, tokoh 
masyarakat dan lain-lain; 
5) Percobaan/pengkajian teknologi agribisnis, untuk rnengembangkan 
teknologi tepat guna yang cocok di kawasan agropolitan; 
6) Jaringan jalan yang memadai dan aksesibilitas dengan daerah lainnya serta 
sarana irigasi, yang kesemuanya untuk mendukung usaha pertanian 
(agribisnis) yang efisien; 
7) Prasarana dan sarana agribisnis yang terdapat dalam kawasan agropolitan. 





jaringan  listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain; 
d. Memiliki prasarana dan sarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai 
seperti kesehatan, pendidikan, kesenian, rekreasi, perpustakaan, swalayan dan 
lain-lain; 
e. Kelestarian lingkungan hidup baik kelestarian sumberdaya alam, kelestarian 
sosial budaya maupun keharmonisan hubungan kota dan desa terjamin (Ali 
Kabul Mahi, 2014;3). 
C. Teori ABCD (Asset Based Community Development) 
1. Teori ABCD (Assert Based Community Development) 
Teori Asset Based CommunityDevelopment (ABCD) yang dikembangkan 
oleh Jhon McKnight. Teori ini berasumsi bahwa yang dapat menjawab suatu 
problem masyarakat adalah masyarakat itu sendiri dan segala usaha perbaikan ini 
harus dimulai dari perbaikan modal sosial (Jhon McKnight, 2010;46). 
Sedangkan modal sosial (social capital) dapat didefinisikan sebagai 
kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan 
bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi. Adapun menurut Putnam, 
komponen modal sosial adalah terdiri dari suatu kepercayaan (trust), norma-
norma (norm), dan jaringan-jaringan kerja (networks) yang dapat memperbaiki 
efensiensi dalam suatu masyarakat melalui fasilitas tindakan-tindakan yang 
terorganisasi. Lebih lanjut Putnam mengatakan bahwa kerjasama akan mudah 





bentuk aturan-aturan, pertukaran timbal balik, dan jaringan-jaringan antar warga 
(Adnan, Tajuddin, D. Yuliani, L. Komaruddin, dan H. Lopulala, 2012;342). 
McKnight dan Kretzman percaya bahwa salah satu masalah sentral dalam 
masyarakat kita adalah bahwa modal sosial telah rusak oleh profesionalisasi 
kepedulian dalam perencanaan dan layanan sistem.Lingkungan dan penduduk 
hanya dipandang sebagai obyek “yang membutuhkan” dan dipandang sebagai 
“masalah” yang harus diselesaikan (Jhon McKnight, 2010;46). 
Dalam Action Strategies for community development tentang konsep dari 
teori ABCD dimulai dari dua aspek, yakni Neighborhood of Needs (kebutuhan 
masyarakat sekitar) dan Neighborhood of Asset (asset masyarakat sekitar). Dalam 
arti setiap masyarakat pasti memiliki kebutuhan dan aset, begitu pula setiap 
masyarakat memiliki masalah namun disisi lain masyarakat juga memiliki potensi 
untuk mengatasinya. 
Adapun langkah dalam pendekatan teori ABCD adalah mengidentifikasi 
dan mengintegrasikan aset lokal yang terdiri dari: 
a. Warga atau masyarakat sekitar, khususnya mereka yang biasanya terlihat 
sebagai “yang membutuhkan” dalam masyarakat, seperti anak muda, 
penyandang cacat, orang yang lemah pendapatan, dan mereka yang jauh dari 
kesejahteraan. 
b. Organisasi lokal baik yang formal atau informal seperti masjid, gereja, klub 
buku, tim olahraga dan klub rekreasi, layanan organisasi, kelompok mandiri, 





c. Fasilitas yang ada di lingkungan sekitar baik dalam skala kota atau negara, 
organisasi seperti pusat medis, bank cabang, perpustakaan sekolah, fasilitas 
universitas, dan taman, termasuk publik dan lembaga swasta. 
Ketiga aset lokal inilah yang akan diidentifikasi sehingga dapat diketahui 
tentang kebutuhan dan asetnya. Aset yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri 
yang nantinya akan menutupi kebutuhan dan masalah yang ada di dalam 
masyarakat (Jhon McKnight, 2010;47). 
Setelah tiga aset lokal di identifikasi, maka langkah selanjutnya adalah 
mengintregasikan tiga aset lokal ini secara maksimal, dengan cara produktif 
membangun hubungan untuk menghubungkan masyarakat lokal, lembaga, dan 
fasilitas. Hubungan yang dijalin pun harus saling menguntungkan bagi ketiga 
belah pihak. 
2. Aset 
Aset adalah kualitas berguna atau berharga, orang atau benda, sebuah 
keuntungan atau sumber daya. Sedangkan Kretzmann dan McKnight 
mendefinisikan aset sebagai hadiah, keterampilan dan kapasitas dari individu, 
asosiasi dan institusi (Jhon McKnight, 2010;47). 
Modal manusia didefinisikan sebagai keterampilan, bakat, dan pengetahuan 
anggota masyarakat. Penting untuk mengakui bahwa tidak hanya orang dewasa 






Menurut Arief Hidayatullah dalam Pemberdayaan Masyarakat Berbasis 
Aset menjelaskan bahwa aset juga meningkatkan sumber penghidupan 
(livelihoods) masyarakat. Dalam hal ini, United Kingdom Departement for 
International Development (DFID) mengidentifikasikan adanya 5 (lima) aset 
dalam sumber penghidupan (livelihoods) yaitu: 
a. Aset Manusia: keterampilan, pengetahuan, kemampuan untuk bekerja dan 
pentingnya kesehatan yang baik agar mampu menerapkan strategi-strategi 
dalam sumber penghidupan yang berbeda. 
b. Aset Finansial: sumber-sumber keuangan yang digunakan oleh masyarakat 
(seperti tabungan, pinjaman atau kredit, pengiriman uang,atau dana pensiun) 
untuk dapat memilih sumber penghidupan yang cocok bagi mereka. 
c. Aset Sosial: sumber daya sosial (jaringan sosial, anggota kelompok, hubungan 
dan kepercayaan, akses yang luas terhadap institusi sosial) untuk dapat 
meningkatkan sumber penghidupan mereka. 
d. Aset Fisik: infrastruktur dasar (transportasi, perumahan, air, energi, dan alat-
alat komunikasi) dan alat-alat produksi serta cara yang memampukan 
masyarakat untuk meningkatkan sumber penghidupannya. 
e. Aset Natural: persediaan sumber-sumber alam (seperti tanah, air, 
biodiversifikasi, sumber-sumber yang berasal dari lingkungan dan dapat 
digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat. 
Aset-aset yang ada di masyarakat atau yang dimiliki oleh masyarakat sangat 





pemberdayaan masyarakat peran aset manusia sangat mendukung 
keberlangsungan pengembangan atau pemberdayaan kapasitas atau kemampuan 
masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai strategi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat atau meningkatkan kualitas masyarakat harus 
memperhatikan atau memahami kondisi masyarakat termasuk aset-aset yang ada 
di dalamnya. Karena aset yang ada di dalam masyarakat dapat menjadi 
keunggulan yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tidak 
adanya aset juga menjadi masalah atau kendala bagi masyarakat untuk dapat 
meningkatkan kualitas hidupnya. Melalui pemberdayaan masyarakat maka aset-
aset yang belum ada dan penting bagi masyarakat penting untuk dikembangkan 
atau diciptakan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas 
hidupnya. 
D. Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas 
1. Pengertian 
Pengelolaan Sumber daya Berbasis Komuntas (Community Based Resources 
Management) merupakan strategi pembangunan masyarakat yang memberi peran 
dominan kepada masyarakat pada tingkat komunitas untuk mengelola proses 
pembangunan, khususnya dalam mengontrol dan mengelola sumber daya 
produktif. 
Strategi ini mengarah pada penguatan mekanisme dalam pengelolaan 





lokal. Melalui strategi ini setiap komunitas dapat mengembangkan sistem dan 
mekanisme yang memungkinkan warga masyarakat memanfaatkan sumber daya 
lokal antara lain berupa (tanah, air, informasi, teknologi, energi manusia dan 
kereativitas) yang tersedia untuk memenuhi berbagai kebutuhan individu dan 
kebutuhan kolektif. 
 Dari pengertian di atas, kinerja dari strategi Pengelolaan Sumberdaya 
Berbasis Komunitas dapat dilihat dari kemampuaannya untuk melakukan 
mobilisasi sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara lebih 
produktif, merata dan berkesinambungan guna memenuhi berbagai kebutuhan 
warga masyarakat. 
Dalam, kenyataannya, setiap masyarakat, lebih-lebih pada tingkat lokal, 
memiliki perbedaan dilihat dari berbagai sudut, baik permasalahan, kebutuhan, 
potensi yang dapat dikembangkan maupun tingkat perkembangan sosial 
ekonominya. 
 Sebagaimana diketahui, dalam kehidupan masyarakat pada tingkat 
komunitas lebih mudah diorganisasikan berbagai bentuk tindakan bersama, 
termasuk tindakan bersama untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat secara 
individual maupun kebutuhan kolektif. Hal itu disebabkan karena pada tingkat 
komunitas masih lebih kental dirasakan adanya kesadaran kolektif, solidartas 
sosial dan kesadaran bersama. Dengan demikian, apabila masyarakat lokal 





dari dalam, mereka akan berusaha untuk memobilisasi sumber daya yang ada 
melalui tindakan bersama guna merealisasikan gagasan tersebut. 
 Pembangunan yang berpusat pada rakyat menghargai dan 
mengakomodasi perbedaan dan prakarsa lokal, karena itu mendukung bahkan 
mendorong tumbuhnya proses yang bersifat swakelola sebagai bentuk 
kemandirian masyarakat lokal dalam melakukan aktivitas pembangunannya. 
Sesuai dengan berbagai asumsi dan pemikiran yang melandasinya, maka strategi 
Pengelolaan Sumber daya Berbasis Komunitas memiliki beberapa karakteristik 
utama, diantaranya adalah : desentralisasi, pemberdayaan, proses belajar sosial 
dan keberlanjutan. 
2. Karakteristik Pengelolaan Sumber Daya Berbasis Komunitas 
a. Desentaralisasi 
Desentralisasi dilakukan dalam pengambilan keputusan yang meliputi 
keseluruhan proses pembangunan, mulai dari identifikasi persoalan dan 
kebutuhan, penyusunan dan pengelolaan program. Strategi ini dalam 
pelaksanaannya lebih mengutamakan swakelola, dalam pengertian masyarakat 
lokal mendapat peluang yang seluas-luasnya untuk mengelola kegiatan yang 
terkait dengan pemenuhan kebutuhannya. Hal ini berbeda dengan pendekatan 
sentralistis yang lebih menekankan pada sisitem komando dan instruksi, di 
mana masyarakat lokal tinggal melaksanakan program yang sudah diputuskan 





 Desentralisasi dalam pengambilan keputusan tidak dapat diartikan 
sebagai delegasi wewenang secara sederhana, tetapi juga menyangkut yang 
bersifat essensial terutama metode dalam proses pengambilan keputusan. 
Sebagai contoh, walaupun pengambilan keputusan yang tadinya berada pada 
tingkat pusat sudah didelegasikan pada tingkat yang lebih rendah, metode 
dalam proses pengambilan keputusan masih sama, maka hal tersebut masih 
belum sesuai dengan prinsip pengelolaan sumber daya yang berbasis 
komunitas. Dalam pendekatan ini metode pengambilan keputusan yang 
bersifat teknokratis yang didominasi para ahli dan tidak konsultatif harus 
diubah. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan harus benar-benar 
dikembalikan kepada rakyat sehingga akan lebih relevan dan akomodatif 
terhadap permasalahan dan kebutuhan lokal. Proses pengambilan keputusan 
didasarkan pada informasi yang lengkap, analisis para ahli bukannya tidak 
perlu, tetapi hanya sebagai salah satu dari berbagai masalah oleh berbagai 
partisipan. 
 Dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya berbasis komunitas, 
desentralisasi perlu diikuti dengan perubahan metode dan mekanisme dalam 
proses pengambilan keputusan yang memberikan kewenangan kepada 
masyarakat. Karena, masyarakatlah yang secara langsung akan dipengaruhi 
dan menanggung akibat dari keputusan itu, bukannya para pemimpin lokal. 
 Membandingkan dengan pendekatan yang sentralistis, top-down dan 





sumber daya berbasis komunitas ini memiliki beberapa hal yang lebih positif. 
Karena sifatnya yang tidak mengikuti pola yang baku, maka pendekatan ini 
lebih fleksibel, dalam pengertian pola yang digunakan akan menyesuaikan 
dengan kondisi masing-masing masyarakat pada tingkat lokal memang 
memiliki kondisi, persoalan dan potensi yang berbeda. 
Dengan demikian, program-program yang diputuskan akan lebih relevan dan 
mampu mengakomodasi persoalan dan keputusan lokal. Bahkan, program-
program tersebut bukan saja mengakomodasi kepentingan pemimpin dan elit 
lokal, melainkan juga kepentingan masyarakat pada tingkat bawah, karena 
masyarakat telah ikut serta dalam proses pengambilan keputusan. Dan, 
melalui pendekatan ini potensi dan sumber daya yang ada dapat lebih 
diaktualisasikan, karena pada dasarnya masyarakat lokal sendiri yang lebih 
tahu dan lebih mengenal berbagai potensi dan sumber daya yang ada di 
sekitarnya. 
 Terselenggaranya desentralisasi dalam bentuk swakelola dengan 
berbagai perubahan metode dalam proses pengambilan keputusan dan 
pengelolaan pembangunan perlu difasilitasi dalam bentuk institusi sosial yang 
cukup mengakar dalam masyarakat yang bersangkutan. Institusi sosial yang 
dimaksud bukan hanya berupa kehadiran suatu organisasi atau lembaga 
formal, melainkan lebih sebagai suatu pola aktivitas yang sudah menjadi 
bagian integral dalam kehidupan masyarakat. Pola aktivitas bersama yang 





dan pengelolaan pembangunan, agar cukup mapan dan mengakar, 
membutuhkan proses yang cukup panjang melalui institusionalisasi. Apabila 
proses institualisasi telah terjadi, pola aktivitas dan mekanisme tersebut 
memiliki kapasitas untuk mendorong tindakan bersama, dan sebagai institusi 
yang sudah mengakar akan mampu bertahan dalam jangka panjang, sehingga 
lebih memungkinkan kesinambungan dan kemandirian proses pengelolaan 
pembangunan. 
 Kedua, pemberian kewenangan kepada masyarakat lokal dalam 
pengambilan keputusan yang didukung oleh kapasitas masyarakat. 
Pengelolaan dan control terhadap sumber daya menuntut adanya kapasitas 
masyarakat lokal itu sendiri untuk melakukannya. Kewenangan yang dimiliki 
tanpa disertai dengan kapasitas untuk melakukannya tidak akan memberikan 
hasil sesuai dengan diidealkan. Kapasitas yang dimaksud meliputi kapasitas 
dalam identifikasi persoalan dan kebutuhan, identifikasi sumber daya dan 
peluang, serta kapasitas pengelolaan sumber daya. Persoalan yang seringkali 
muncul adalah perbedaan persepsi dalam melakukan identifikasi, yang tidak 
jarang disebabkan karena perbedaan referensi dan kepentingan, misalnya 
antara masyarakat lokal dengan pemerintah. 
Karena perbedaan ini, seringkali pihak pemerintah melalui aparat birokrasinya 
menilai apa yang diidentifikasi masyarakat lokal bukan daftar kebutuhan, 
melainkan daftar keinginan. Hal seperti itu yang sering dijadikan dalih untuk 





identifikasi kebutuhan. Padahal, pendekatan pengelolaan sumber daya 
berbasis komunitas justru berasumsi bahwa masyarakat lokal itu sendiri yang 
paling tahu apa yang menjadi persoalan dan kebutuhannya. 
 Ketiga, pada dasarnya desentralisasi mengandung makna 
pendelegasian wewenang kepada level yang lebih rendah, dalam hal ini 
kepada masyarakat lokal. Apabila dalam paradigma pembangunan 
konvensional wewenang dalam pengambilan keputusan dilakukan secara 
terpusat, maka dengan paradigma yang berpusat pada rakyat, wewenang itu 
diberikan kepada masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan kemauan politik 
dari pemerintah dalam memberikan wewenang tersebut, dalam pengertian 
pendelegasian sepenuh hati dengan keikhlasan. Pendelegasian wewenang 
sepenuh hati lebih mengandung makna secara esensial dan substansial, bukan 
semata prosedural. Dalam praktik pelaksanaan pembangunan masyarakat, 
tidak jarang dijumpai kehadiran institusi bentukan baru dari atas, yang secara 
formal diberi fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat dan memfasilitasi 
pengambilan keputusan dari bawah. 
 Kemauan politik untuk memberikan kewenangan dalam proses 
pengambilan keputusan kepada masyarakat lokal, supaya tidak terkesan 
sekedar retorika, diperlukan perubahan visi dan sikap dari birokrasi 
pemerintah, termasuk aparatnya, terhadap masyarkat. Hubungan aparat 





yang memberikan pelayanan atau sebagai fasilitator. Dalam hal-hal tertentu, 
hubungannya tidak harus bersifat vertikal melainkan horizontal. 
Dengan demikian, posisi pemerintah dan aparatnya tidak harus selalu sebagai 
pihak yang lebih tahu, lebih berkuasa dan lebih menguasai sumber daya 
dibandingkan masyarakat lokal. Perubahan visi dan sikap seperti itu bukan hal 
yang mudah, karena pendekatan sentralistis yang menempatkan birokrasi 
pemerintah beserta aparatnya pada posisi lebih tinggi dibanding masyarakat 
lokal sudah berlangsung cukup lama dan cukup mewarnai sikap serta pola 
berfikir aparat birokrasi. 
b. Pemberdayaan 
Goulet dan Korten (1984; 29) dalam Soetomo (2008; 403) 
mengemukakan agar desentralisasi cukup efektif, diperlukan kondisi 
masyarakt yang memungkinkan untuk mengemban fngsi pengambilan 
keputusan dan pengelolaan sumber daya tersebut. Dengan kata lain, 
diperlukan kapasitas masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan 
pengelolaan pembangunan secara lebih mandiri. Untuk maksud tersebut di 
samping diperlukan peluang, kesempatan dan kewenangan juga kemampuan, 
yang kesemuanya memerlukan proses yang disebut sebagai pemberdayaan 
(empowerment). Dilihat dari aspek manusia sebagai aktor utama proses 
pembangunan, maka pemberdayaan juga dapat berarti proses untuk 
mengaktualisasikan potensi manusia. Dalam kaitan dengan potensi manusia 





martabat manusia, di dalamnya terkandung tiga nilai yaitu kelestarian hidup, 
harga diri, dan kebebasan. 
Korten (1987; 7) dalam Soetomo (2008; 404) menjelaskan untuk 
memahami proses pemberdayaan secara lebih proporsional, pengertian power 
sebagai kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan melalui tindakan 
dan pengambilan keputusan. Pembangunan itu sendiri dapat ditafsirkan 
sebagai upaya membanguna power oleh suatu masyarakat, antara lain dalam 
bentuk peningkatan kemampuan untuk mengubah kondisi masa depan. Power 
dapat digambarkan sebagai sumber daya dan hasil dari proses pembangunan 
itu sendiri. Berdasarkan pemikiran tersebut, power dalam proses 
pembangunan dapat diartikan sebagai penguasaan atau control terhadap 
sumber daya, pengelolaan smber daya dan hasil serta manfaat yang diperoleh. 
Menurut Korten dalam buku yang ditulis oleh Soetomo (2008), 
memahami power tidak cukup dari dimensi distributif, tetapi juga dari 
dimensi generatif. Dalam dimensi distributif, berdasarkan terminologi 
personal, power dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk 
memengaruhi orang lain. Sebagai dasar pemahaman pengertian pemberdayaan 
dalam pembangunan, power dalam dimensi generatif justru lebih penting. 
Apabila mengikuti pandangan bahwa dalam proses pembangunan dikenal 
adanya tiga stakeholders, yaitu negara, swasta dan masyarakat, maka dalam 
paradigm pembangunan konvesional peranan negara paling dominan 





Carney (1992; 2) dalam Soetomo (2008; 405), mengumukakan bahwa 
melalui proses tersebut pemerintah pusat tidak harus melepas semua 
kewenangannya dalam pengelolaan sumber alam, melainkan menyerahkan 
sebagian tanggung jawab dan kewenangannya kepada stakeholders yang lain, 
baik dalam pengelolaan sumber daya maupun dalam penyediaan layanan serta 
dibutuhkan perubahan baik dari pihak pemerintah maupun non pemerintah. 
Pihak pemerintah direkomendasikan untuk melakukan dua hal yaitu 
mengubah skala prioritas pengelolaan oleh pemerintah dan membuat kinerja 
pemerintah lebih efisien melalui: desentralisasi kewenangan, meningkatkan 
kapasitas pemerintah melalui perumusan regulasi yang lebih responsif dan 
sensitif, meningkatkan koordinasi, meningkatkan usaha regionalisasi. 
Sementara perubahan dari pihak non pemerintah dilakukan melalui 
peningkatan peranan kelompok pengelola sumber daya, kelompok pelayanan 
petani dan Lembaga Swadaya Masyarakat. 
Salah satu bentuk dari aktualisasi pemberdayaan masyarakat tercermin 
dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, 
mulai dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan dan menikmati hasil. 
Peningkatan partisipasi dan peran masyarakat akan berarti mengurangi 
peranan pemerintah. Loekman Soetrisno (1995; 251) dalam Soetomo (2008; 
407), mengemukakan bahwa dibutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, 
perubahan persepsi dan anggapan bahwa rakyat sebagai sekedar sumber 





makna dan fungsi kekuasaan tidak hanya berarti hak untuk mengatur, tetapi 
juga membantu rakyat dalam memecahkan problema-problema pembangunan 
yang tidak dapat dipecahkan sendiri. Ketiga, perubahan persepsi tentang 
sistem panutan yang seolah-olah rakyat tidak memiliki aspirasi dan pendapat 
sendiri di luar aspirasi dan pendapat panutan. Keempat, berangkat dari 
pemahaman bahwa desa-desa di Indonesia cukup beraneka ragam, sehingga 
tidak mungkin menggunakan pendekatan uniformitas. Kelima, kelompok 
miskin tidak lagi dipersepsikan sebagai kelompok yang tidak produktif, 
karena walaupun miskin materi tetapi tidak miskin pengalaman 
pembangunan, jiwa kewiraswastaan dan keterampilan teknis. 
c. Proses Belajar Sosial 
Kehidupan masyarakat termasuk kehidupan komunitas merupakan 
proses interaksi antarwarga masyarakat dan interaksi terhadap lingkungannya. 
Melalui proses interaksi tersebut kemudian di samping melahirkan perilaku 
individu juga tindakan bersama untuk memenuhi tuntutan kehidupan 
bermasyarakat termasuk pemecahan berbagai persoalan yang timbul yang 
kemudian menjadi bagian dari institusi sosial yang merupakan pola aktivitas 
bersama dan berbagai bentuk pengetahuan serta kearifan lokal. Pengetahuan 
tersebut hidup dan berkembang di daerah setempat walaupun tidak dapat 
diingkari mungkin sudah diperkaya, dipengaruhi, atau bahkan dirusak oleh 
pengetahuan dari luar. Chambers (1987; 108) dalam Soetomo (2008; 410), 





pada pengetahuan milik rakyat yang jarang sekali dituangkan dalam tulisan. 
Pengertian tersebut mengacu pada seluruh sistem pengetahuan, termasuk 
konsep, kepercayaan dan persepsi, himpunan pengetahuan beserta proses 
perolehan, penambahan, penyimpanan dan penyebarannya. Sebagai contoh, 
melalui proses yang panjang suatu komunitas telah memiliki suatu sistem dan 
pola aktivitas yang mampu memelihara keseimbangan dengan lingkungannya. 
Proses belajar ini berlangsung secara berkesinambungan dan terus-
menerus bukan melalui jalur pendidikan formal melainkan melalui 
pengalaman dalam kehidupan bersama. Proses belajar sosial ini merupakan 
bagian penting dari strategi pengelolaan sumber daya yang berbasis 
komunitas yang berorientasi pada perspektif people center development. 
Tjokrowinoto (1996; 225) dalam Soetomo (2008; 411), dijelaskan dalam 
aplikasinya ke dalam strategi Pengelolaan Sumber daya Berbasis Komunitas, 
proses belajar sosial dapat diartikan sebagai proses interaksi sosial di antara 
warga masyarakat dengan lembaga-lembaga yang ada yang bertujuan untuk 
mengembangkan kemampuan mereka melalui kegiatan-kegiatan pemecahan 
masalah yang seringkali dilakukan melalui trial and error. Peningkatan 
kemampuan ini tidak dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi melalui 
partisipasi dan interaksi dalam proses pengambilan keputusan dan aktivitas 
bersama untuk melaksanakan keputusan tersebut. 
Dengan demikian, strategi pembangunan yang memanfaatkan proses 





kearifan yang terdapat dalam masyarakat lokal dalam proses pengambilan 
keputusan dan pemecahan masalah. Dalam pelaksanaannya, proses belajar 
sosial tersebut tidak hanya berlaku bagi warga komunitas tetapi juga pihak-
pihak lain yang terlibat dalam upaya pembangunan di tingkat komunitas 
tersebut baik dari pihak pemerintah maupun organisasi non pemerintah atau 
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pihak-pihak dari luar komunitas 
tersebut harus belajar bersama-sama dengan warga komunitas atau 
masyarakat lokal untuk dapat mengetahui kondisi dan permasalahan aktual, 
serta juga belajar bersama warga masyarakat lokal tentang bagaimana 
memecahkan masalah yang dihadapi. 
Faktor penghambat yang sering dijumpai bagi orang luar untuk belajar 
dari pengetahuan dan kearifan lokal adalah masih adanya kesenjangan 
komunikasi antara pihak eksternal tersebut dengan masyarakat, sehingga 
kurang mampu memahami kerangka berfikir masyarakat lokal. Kendala juga 
disebabkan oleh kenyataan, bahwa di satu sisi masih adanya prasangka bahwa 
masyarakat lokal khususnya masyarakat desa memiliki pengetahuan yang 
rendah sehingga masyarakat desa bukan sumber pengetahuan, sebaliknya di 
sisi yang lain masih adanya anggapan bahwa pihak luar yang lebih menguasai 
pengetahuan. 
Oleh sebab itu, dalam proses belajar sosial, hubungan dan kedudukan 
antra dua pihak luar dengan masyarakat lokal tidak bersifat vertikal, 





peranan sebagai fasilitator. Sebagai proses belajar bersama, mungkin saja 
terjadi hubungan timbale balik, bukan hanya pihak luar yang belajar dari 
masyarakat, melainkan masyarakat pun dapat belajar dari pihak luar. 
Dalam hal ini, melalui proses belajar tersebut masyarakat belajar untuk 
memahami dan member makna bahwa ide dari luar tadi dapat member 
manfaat sehingga mereka dapat menerimanya. Sebaliknya, apabila dalam 
proses belajar sosial masyarakat tidak dapat member makna bahwa ide dari 
luar tersebut akan memberi manfaat dan memiliki nilai dalam kehidupan 
komunitas, maka masyarakat dapat pula menolaknya. Sudah tentu untuk 
sampai pada pemaknaan dan pemahaman tersebut dibutuhkan proses dialog 
yang bersifat satu arah. Dengan kata lain, agar terjadi proses saling belajar dan 
komunikasi dua arah perlu dimiliki sikap dan pandangan yang seimbang dan 
proporsional tentang pengetahuan lokal, dalam pengertian tidak 
menyanjungnya secara berlebihan dan sebaliknya juga tidak merendahkannya 
Korten dan Sjahrir (1998; 240) dalam Soetomo (2008; 415), 
memberikan gambaran tentang hasil dari proses saling belajar tersebut, 
apabila pihak luar harus diposisikan sebagai pihak yang memberi bantuan 
kepada masyarakat lokal, maka dibutuhkan kesesuaian antara tiga komponen 
yaitu mereka yang dibantu, program yang dilaksanakan, dan organisasi 
pemberi bantuan. Secara lebih konkret dapat dikatakan bahwa keberhasilan 
suatu program akan sangat ditentukan oleh kesesuian atau relevansi antara 





persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pemberi 
bantuan, antara kemampuan pengungkapan kebutuhan dari pihak penerima 
dengan proses pengambilan keputusan dari pihak pemberi bantuan. Karena, 
dalam pendekatan proses belajar, program-program pembangunan sekalipun 
berasal dari luar tetapi diusahakan agar tetap sesuai dengan permasalahan dan 
kebutuhan lokal. Dengan demikian, hasil dari program yang dilaksanakan 
akan betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat yang bersangkutan. 
Tahap belajar efektif merupakan tahap awal, di mana beberapa orang 
dari lembaga pemerintah atau non pemerintah datang ke suatu desa atau 
masyarakat lokal, memahami permasalahan pembangunan dari perspektif 
masyarakat lokal, mencoba beberapa pendekatan untuk memecahkan 
persoalan dan memenuhi kebutuhan yang diidentifikasi bersama. Dalam tahap 
ini dimungkinkan  juga memperoleh dukungan sumber daya manusia dari luar 
yang memiliki keahlian tertentu sesuai kebutuhan. 
Tahap belajar efisien merupakan tahap berikutnya, setelah diketahui 
apa yang harus dilaksanakan sesuai hasil tahap pertama. Tahap ini diarahkan 
pada proses belajar tentang bagaimana melaksanakan secara lebih efisien, 
meninggalkan cara-cara yang tidak produktif dan mengembangkan cara-cara 
sederhana untuk memecahkan persoalan operasional. 
Tahap belajar mengembangkan diri dilakukan setelah pelembagaan 
dan penyusunan organisasi diselesaikan dalam tahap kedua. Dalam tahap ini 





pengembangan keahlian, sistem pengelolaan, struktur dan nilai-nilai 
pendukungnya. Dengan demikian, dalam tahap ini kapasitas masyarakat lokal 
sudah lebih berkembang sehingga sudah mempunyai kemampuan untuk 
mengelola aktivitas pembangunan secara mandiri dan berkesinambungan, 
terlepas ada tidaknya ada lembaga eksternal baik pemerintah maupun non 
pemerintah yang melaksanakan program-programnya. Ketiga tahap tersebut 
merupakan abstraksi dari proses belaja sosial. 
Memerhatikan seluruh uraian tentang proses belajar tersebut, maka 
dapat dikatakan bahwa prosesnya dapat terjadi dan dilakukan baik pada 
tingkat individu warga masyarakat maupun pada tingkat komunitas. Pada 
tingkat individu warga masyarakat, melalui proses belajar tersebut akan 
menghasilkan kompetensi yang semakin meningkat yang berkaitan dengan 
proses pembangunan di lingkungan komunitasnya. Kompetensi tersebut dapat 
berupa rasa tanggung jawabnya terhadap pembangunan di lingkungan 
komunitasnya, tetapi dapat juga berupa kapasitasnya dalam melakukan 
identifikasi kebutuhan, sumber daya dan peluang, serta memanfaatkan sumber 
daya dan peluang tersebut. Pada tingkat komunitas, hasil proses belajar sosial 
adalah institusionalisasi dari proses pembangunan dan pengelolaan sumber 
daya lokal. Secara berkesinambungan dan kumulatif, institusi sosial akan 
semakin diperkaya dengan berbagai pola aktivitas bersama dalam pelaksanan 
pembangunan dan pengelolaan sumber daya lokal. Aktivitas bersama yang 





kapasitas masyarakat lokal yang semakin meningkat pula dalam mengelola 
pembangunan secara mandiri. 
d. Keberlanjutan 
Hasil dari proses belajar sosial adalah peningkatan kapasitas baik pada 
tingkat warga masyarakat maupun pada tingkat komunitas untuk 
melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di lingkungan 
komunitasnya secara lebih mandiri. Bentuk konkret dari kapasitas tersebut 
adalah adanya tindakan bersama pada tingkat lokal untuk memenuhi berbagai 
kebutuhan dan memecahkan berbagai masalah. Apabila tindakan bersama 
tersebut dilakukan secara berkesinambungan dan bersifat mandiri, maka 
dalam komunitas yang bersangkutan telah terjadi keberlanjutan pembangunan 
atau sustainability. 
Tindakan bersama yang berkesinambungan tersebut, dimungkinkan 
karena dalam masyarakat yang bersangkutan telah terjadi proses 
institusionalisasi, dengan demikian aktivitas membangun dan mengelola 
sumber daya secara mandiri tersebut sudah menjadi bagian dan terintegrasi ke 
dalam pola aktivitas bersama dalam komunitas. Sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Sajogyo (1994; 33) dalam Soetomo (2008; 420), bahwa 
pembangunan masyarakat desa yang berkelanjutan hanya dapat berlangsung 
atas potensial sosial budaya masyarakat di desa yang bersangkutan, di mana 
masyarakat mampu mengambil keputusan tentang apa yang baik bagi 





peranan pemimpin lokal, terutama pemimpin formal. Apabila sebelumnya 
sejak lama telah dibina untuk mendukung program dari atas sehingga 
mengurangi bobot fungsinya sebagai wakil rakyat yang memilihnya, maka 
pada masa sekarang dan masa datang harus siap untuk mendukung dan 
mengakomodasi aspirasi dari bawah melalui musyarawah desa. Kondisi yang 
menggambarkan masyarakat lokal merencanakan dan melaksanakan 
pembangunan secara mandiri tadi dapat disebut dengan keberlanjutan sosial, 
yang didukung oleh keberadaan institusi sosial termasuk institusi 
kepemimpinan yang sudah mapan. Sumodiningrat (1996; 5) dalam Soetomo 
(2008; 422), mengatakan bahwa pemberdayaan dapat melibatkan dua 
kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat yang belum berkembang 
sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian untuk 
ikut mendorong pemberdayaan.  
Keberlanjutan sosial, ekonomi dan sumber alam yang menunjukkan 
adanya hubungan yang saling mendukung menjadi komponen dari 
pembangunan yang berkelanjutan. Ascher and Healy (1990; 5) dalam 
Soetomo (2008; 429), menguraikan secara sederhana pembangunan 
berkelanjutan dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang memberikan 
manfaat kepada warga masyarakat dalam jangka panjang. Usaha untuk 
melakukan eksploitasi secara maksimal sumber daya walaupun memberikan 
manfaat yang besar tetapi hanya berorientasi pada periode waktu tertentu 





berkelanjutan mengandung unsur-unsur peningkatan produktivitas, adanya 
distribusi dan pemerataan manfaat, pelindungan atau pelestarian sumber alam, 
partisipasi masyarakat sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, pengambilan 
keputusan, pelaksanaan, dan dalam menikmati hasil. 
Dilihat dari ruang lingkup yang lebih luas, pembangunan 
berkelanjutan dapat dilihat sebagai upaya manusia untuk menghadapi 
perubahan. Disadari atau tidak, suka atau tidak, dirancang atau tidak, 
perubahan akan selalu dihadapi oleh manusia, baik perubahan pada diri 
manusia, baik perubahan pada diri manusia itu sendiri, pada lingkungannya 
yang meliputi lingkungan alam dan lingkungan sosial, maupun terutama pada 
perubahan tuntutan-tuntutannya agar dapat mempertahankan, menjaga bahkan 
meningkatkan kemampuan survivalnya dalam jangka panjang. Garbarino 
(1992; 10) dalam Soetomo (2008; 430), melihat bahwa kesejahteraan sosial 
merupakan dasar bagi keberlanjutan dalam jangka panjang tersebut. Untuk itu 
pada tingkat komunitas diperlukan hadirnya institusi yang dapat menjadi 
sarana untuk merancang dan melaksanakan aktivitas bersama guna 
memanfaatkan smber daya yang ada untuk memenuhi berbagai kebutuhan 
sebagai bagian dari sistem kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Dengan 
demikian, prasyarat terjadinya keberlanjutan atau kesinambungan adalah 
apabila aktivitas bersama dalam masyarakat lokal sudah cukup melembaga 






3. Pendekatan Partisipatoris 
a. Pengertian 
Karakteristik dari strategi Pengelolaan Sumber daya Berbasis 
Komunitas dalam pelaksanaannya terkandung suatu unsur yang boleh 
dikatakan mutlak, yaitu partisipasi masyarakat lokal.  Sebagaimana diketahui, 
pembangunan pada dasarnya merupakan proses perubahan, dari salah satu 
bentuk perubahan yang diharapkan adalah perubahan sikap dan perilaku. 
Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat baik secara kualitatif maupun 
kuantitatif merupakan salah satu perwujudan dari perubahan sikap dan 
perilaku tersebut. Dalam hal ini aktivitas lokal merupakan media dan sarana 
bagi masyarakat dalam melaksanakan partisipasinya. Agar proses 
pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka perlu diusahakan 
agar ada kesinambungan dan peningkatan yang bersifat kumulatif dari 
partisipasi masyarakat melalui berbagai tindakan bersama dan aktvitas lokal. 
Dengan demikian, berarti pendekatan partispatoris harus dilihat sebagai 
pendekatan utama dalam strategi Pengelolaan Sumber daya Berbasis 
Komunitas.  
Mikkelsen (1999; 64) dalam Soetomo (2008; 438), misalnya 
menginventarisasi adanya enam tafsiran dan makna yang berbeda tentang 
partisipasi. Pertama, partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat 
kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kedua, 





meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan menanggapi proyek-
proyek pembangunan. Ketiga, partisipasi adalah proses yang aktif, yang 
mengandung arti bahwa orang atau kelompok terkait mengambil inisiatif dan 
menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Keempat, partisipasi 
adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf dalam 
melakukan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar memperoleh 
informasi mengenai konteks lokal dan dampak-dampak sosial. Kelima, 
partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, 
kehidupan dan lingkungan mereka. Tampak bahwa kriteria utama yang 
digunakan untuk menentukan adanya partisipasi masyarakat adalah adanya 
keterlibatan tanpa harus mempersoalkan faktor yang melatarbelakangi dan 
mendorong keterlibatan tersebut. 
Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat yang dimaksudkan adalah 
partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan mulai dari pengambilan 
keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, 
pelaksanaan program, serta dalam evaluasi dan menikmati hasil. Partisipasi 
sebagai alat sekaligus tujuan. Dengan demikian, dalam proses pembangunan 
akan terjadi perkembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat secara 
kumulatif yang tercermin dalam proses yang berkelanjutan. 
Dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai tindakan bersama 
melalui aktivitas lokal, telah terjadi proses belajar sosial yang kemudian dapat 





dalam tindakan bersama dan aktivitas lokal berikutnya. Dari sudut pandang 
yang lain, partisipasi masyarakat dalam pembangunan juga dapat 
berkedudukan sebagai input sekaligus output. Partisipasi masyarakat menjadi 
salah satu faktor pendukung keberhasilan pembangunan, di lain pihak, juga 
dapat dikatakan bahwa pembangunan berhasil kalau dapat meningkatkan 
kapasitas masyarakat, termasuk dalam berpartisipasi. Peningkatan kapasitas 
masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih baik sebagai salah satu tolak ukur 
keberhasilan pembangunan juga merupakan pencerminan, bahwa dalam 
pembangunan masyarakat lebih memberikan fokus perhatian pada aspek 
manusia dan masyarakatnya bukan semata-mata pada hasil secara fisik 
materiil. 
b. Persoalan Yang Muncul 
Banyak terdengar keluhan bahwa pemerintah atau penguasa seringkali 
terlalu memaksakan program yang sudah dirancang secara terpusat tanpa 
melakukan konsultasi dengan masyarakat yang akan menjadi sasaran 
program. Dilain pihak, juga sering dikemukakan adanya kenyataan, bahwa 
walaupun sudah dibuka kesempatan kepada masyarakat dan diberi sarana 
serta media untuk melakukan partisipasi, terutama dalam perencanaan, 
masyarakat tidak menggunakan kesempatan dan peluang tersebut. Kemudian 






Dalam kondisi tertentu barangkali hal tersebut memang disebabkan 
karena masyarakat belum siap atau belum termotivasi untuk berpartisipasi 
dalam kegiatan pembangunan. Walaupun demikian, juga tidak tertutup 
kemungkinan persoalannya tidak terletak pada rendahnya keinginan 
masyarakat untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, barangkali perlu dikaji dan 
dilihat efektivitas media dan sarana yang disediakan untuk berpartisipasi. 
Sebagaimana diketahui, untuk keperluan pelaksanaan pembangunan, tidak 
jarang pemerintah menciptakan lembaga baru dalam masyarakat dengan 
harapan dapat berfungsi sebagai wadah dan media partisipasi masyarakat 
dalam pembangunan serta sebagai sarana komunikasi antara instansi yang 
melaksanakan program dengan masyarakat. Walaupun demikian, dalam 
kenyataannya jarang dari lembaga ini yang berhasil mengakar dalam 
kehidupan masyarakat, sehingga menjadi tidak dapat berfungsi sebagaiman 
diharapkan. Di samping itu, suasana dan iklim dalam forum yang diciptakan 
mungkin juga kurang mendukung. Suasana yang terlalu formal seringkali juga 
membuat komunikasi menjadi macet oleh karena masyarakat terbiasa 
mengemukakan aspirasi dan pendapat dalam situasi yang informal. 
Faktor struktural dan kultural masyarakat yang bersangkutan 
seringkali juga perlu dipertimbangkan dalam mendorong munculnya 
partisipasi warga masyarakat terutama dalam proses pengambilan keputusan. 
Tidak jarang aspirasi, ide, pendapat dan usulan dari warga masyarakat tidak 





Bukannya mereka tidak mempunyai ide dan aspirasi, tetapi suasana struktural 
cenderung mendorong mereka mengikuti dan menyetujui apa yang sudah 
disampaikan oleh elit dan pimpinannya. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan 
gejala yang cenderung bersifat paternalistis tersebut memang membutuhkan 
proses yang dalam pembahasan sebelumnya disebut sebagai proses belajar 
sosial. Dalam proses ini pada tingkat masyarakat lokal diperlukan perubahan 
dari dua arah, baik dari elit dan pimpinan lokal agar bersedia mengurangi 
dominasinya, dan dari warga masyarakat agar belajar untuk berani 
mengungkapkan aspirasinya meskipun berbeda dengan elitnya. 
Dorongan untuk berpartisipasi bagi warga masyarakat khususnya 
dalam proses identifikasi masalah dan kebutuhan sering dipengaruhi oleh 
pengalaman masa lalu. Apabila warga masyarakat memiliki kesan bahwa apa 
yang mereka sampaikan dalam berbagai forum untuk mengidentifikasi 
masalah dan kebutuhan ternyata kemudian tidak menetas menjadi program 
yang akan dilaksanakan, maka kenyataan itu akan membuat warga masyarakat 
menjadi segan untuk berpartisipasi dalam hal yang sama untuk periode 
berikutnya. Persoalan itu berlaku baik untuk penjaringan aspirasi bagi bahan 
pengambilan keputusan pembangunan pada tingkat lokal maupun bagi 
pengambilan keputusan tingkat yang lebih tinggi. Pada tingkat lokal tidak 
jarang ide, aspirasi, dan usulan dari warga masyarakat terganjal oleh 
kepentingan elit lokal yang mempunyai akses dalam proses pengambilan 





Komunitas, pengambilan keputusan pada tingkat lokal harus dapat melibatkan 
semua kalangan yang ada dan tidak didominasi oleh elit lokal. Dalam hal 
proses pengambilan keputusan yang dilakukan pada level yang lebih atas, 
baik tingkat daerah maupun tingkat pusat, seringkali telah disiapkan prosedur 
dan perangkat yang seolah-olah bersifat bottom-up. Prosedur tersebut adalah 
musyawarah pembangunan pada tingkat desa, kemudian temu karya 
pembangunan pada tingkat kecamatan dan dilanjutkan dengan rapat 
koordinasi pembangunan pada tingkat daerah baik kabupaten maupun 
propinsi. Walaupun demikian, dalam kenyataannya tidak banyak usulan dari 
bawah yang kemudian turun kembali menjadi program yang diputuskan untuk 
dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan. 
Pertanyaan yang lain “apakah masyarakat tahu dan mengerti apa yang 
seharusnya menjadi permasalahan dan kebutuhannya”. Pertanyaan tersebut 
meragukan kapasitas masyarakat lokal dalam melakukan identifikasi masalah 
dan identifikasi kebutuhan. Keraguan itu sering menggunakan dasar adanya 
anggapan terutama oleh pihak pemerintah, bahwa pada saat masyarakat lokal 
diberi kesempatan untuk melakukan identifikasi kebutuhan sebagai bahan 
untuk pengambilan keputusan, yang mereka lakukan adalah identifikasi 
keinginan yang seringkali dianggap kurang realistis dan sulit dilaksanakan. 
Guna memahami secara proporsional kenyataan ini pun diperlukan pemikiran 
yang cermat. Barangkali memang benar, dalam masyarakat tertentu kapasitas 





tersebut tidak harus menjadi alasan untuk tidak memberikan kesempatan bagi 
warga masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 
Apabila ternyata kapasitas masih rendah, yang harus dilakukan adalah 
meningkatkannya melalui proses belajar sosial. 
Dalam banyak kasus yang terjadi, persoalannya bukan pada kapasitas 
masyarakat untuk melakukan identifikasi kebutuhan, karena pada dasarnya 
masyarakat lokal itu sendiri yang paling tahu apa yang menjadi masalah dan 
kebutuhannya. Persoalannya seringkali terletak pada perspektif yang 
digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan. Pihak eksternal termasuk aparat 
birokrasi mendefinisikan kebutuhan masyarakat tidak menggunakan 
prespektif masyarakat lokal, melainkan menggunakan perspektif meraka. 
Sesuai dengan sifat pendekatan yang sentralistis dan top-down, program-
program cenderung dirancang secaraterpusat dari atas. Desain yang sudah 
dirancang dari atas inilah yang seringkali digunakan sebagai acuan untuk 
menilai usulan dari bawah. Apabila usulan dari bawah tadi tidak masuk dalam 
bingkai desain yang sudah dibuat, kemudian dianggap bukan kebutuhan yang 
nyata tetapi sekadar keinginan. Dalam hal ini seringkali tamoak adanya 
berbagai kepentingan yang berbeda, dan persoalannya, kepentingan mana 
yang lebih diakomodasi, kepentingan lokal, regional atau nasional. 
Dengan berpegang pada asumsi bahwa pada dasarnya masyarakat 
lokal yang paling tahu masalah dan kebutuhan yang ada di lingkungannya 





maka persoalan yang sesungguhnya bukan kapasitas masyarakat dalam 
melihat apa yang menjadi kebutuhan dan masalah, tetapi pada cara dan media 
dalam mengungkapkannya. Oleh sebab itu, perlu dipilih dan dikembangkan 
cara dan media yang tepat dan kondusif yang memungkinkan warga 
masyarakat tidak terhambat dalam mengungkapkan aspirasinya. Dalam hal 
yang terkait dengan pihak eksternal yang melaksanakan program dan kegiatan 
pada tingkat masyarakat lokal, maka bukan hanya masyarakat lokal yang 
harus selalu dituntut untuk menyesuaikan diri dengan cara dan kerangka 
berpikir pihak eksternal, tetapi terutama adalah pihak eksternal yang harus 
mampu menyelami dan memahami cara dan kerangka berpikir masyarakat 
lokal. Melalui cara ini pihak eksternal akan mampu mengetahui dan menyerap 
kebutuhan yang betul-betul dirasakan oleh warga masyarakat, bukan 
penyerapan aspirasi kebutuhan sebatas yang tampak di atas permukaan 
realitas kehidupan sosialnya. Hal itulah yang sesungguhnya merupakan 
prinsip dari proses belajar sosial yang merupakan unsur pokok dari 
pendekatan dan strategi ini, yang mana proses belajar tadi tidak hanya dituntut 
dilakukan oleh masyarakat lokal, tetapi juga berlaku bagi pihak eksternal. 
Persoalan lain yang tidak kalah penting dalam identifikasi masalah dan 
kebutuhan pada tingkat lokal ini adalah telah berkembangnya semacam opini, 
persepsi atau image di kalanga masyarakat luas, walaupun belum tentu benar, 
tentang unsur-unsur yang ada agar pembangunan di suatu tempat dikatakan 





dari pendekatan uniformitas yang dalam periode yang cukup lama pernah 
diterapkan. Oleh sebab itu, tidak mengherankan apabila opini, image dan 
kesan tersebut yang kemudian menjadi semacam acuan dalam identifikasi 
kebutuhan. Hal-hal atau unsur yang belum ada sesuai dengan image tersebut 
akan ditempatkan sebagai kebutuhan bahkan dalam prioritas yang tinggi, 
walaupun sebetulnya dilihat dari kepentingan masyarakat lokal bukan 
merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebagai contoh keberadaan gerbang 
desa, bahkan di setiap jalan dan gang, pagar halaman yang seragam, pendek 
kata bangunan fisik yang mencerminkan wajah desa dianggap sebagai symbol 
keberhasilan pembangunan. Oleh sebab itu, apabila hal-hal tersebut belum 
dimiliki oleh suatu desa, maka secara cepat akan ditempatkan sebagai 
kebutuhan dalam prioritas tinggi, walaupun sebetulnya ada kebutuhan yang 
lebih mendesak dilihat dari pemenuhan kebutuhan dasar warga 
masyarakatnya. 
c. Strategi Pengembangan Partisipasi 
Mikkelsen (1999; 66) dalam Soetomo (2008; 447), mengemukakan 
bahwa terdapat beberapa pertimbangan rasional yang mendasari strategi 
pengembangan partisipasi masyarakat. Secara normative asumsi yang 
mendasarinya adalah bahwa masyarakat lokal harus memperoleh proyek dan 
program pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Asumsi normatif ini 
didasari oleh asumsi deduktif bahwa masyarakat lokal yang paling tahu apa 





kemampuan untuk menyatakan pikiran dan kehendaknya tadi. Dengan 
demikian, apabila program dan proyek pembangunan yang dilaksanakan di 
tingkat lokal didasari oleh keputusan yang diambil masyarakat sendiri maka 
program tersebut akan lebih relevan dan lebih menyentuh permasalahan dan 
kebutuhan yang dirasakan masyarakat. 
Asumsi normatif dan asumsi deduktif tersebut kemudian dapat 
dilanjutkan dengan pengembangan asumsi teoretik yang menjelaskan 
hubungan sebab akibat. Beberapa asumsi teoretik yang dikembangkan 
Mikkelsen lebih lanjut akan diuraikan sebagai berikut ini. Pertama, tujuan 
pembangunan dapat dicapai secara harmonis dan konflik antar kelompok-
kelompok masyarakat dapat diredam melalui pola demokrasi setempat. Oleh 
karena itu partisipasi masyarakat adalah mungkin. Kedua, pembangunan 
menjadi positif apabila ada partisipasi masyarakat. Asumsi ini ingin 
menempatkan partisipasi masyarakat sebagai sarana sekaligus tujuan dari 
proses pembangunan. Ketiga, pemberdayaan masyarakat mutlak perlu 
mendapatkan partisipasinya, karena pemerintah tidak akan mengeluarkan 
biaya untuk program pembangunan yang ditetapkan masyarakat, kecuali 
masyarakat itu sendiri mempunyai kemampuan untuk memaksa 
pemerintahnya. Keempat, kurangnya partisipasi masyarakat dalam program 
pembangunan berarti ada penolakan secara internal di kalangan anggota 
masyarakat itu sendiri, dan secara eksternal terhadap pemerintah atau 





oleh adanya struktur sosial yang tidak memungkinkan masyarakat 
berpartisipasi. Hambatan struktural yang sering termanifestasikan dalam 
bentuk konflik kepentingan perlu diatasi melalui musyawarah mufakat, atau 
menghilangkan struktur sosial yang menghambat melalui reformasi structural. 
Berbagai asumsi tersebut dapat digunakan sebagai landasan berpikir 
untuk mengembangkan strategi pengembangan partisipasi masyarakat dalam 
proses pembangunan. Dari berbagai bentuk dan jenis strategi pengembangan 
partisipasi tersebut dapat dibedakan berdasarkan kedalaman dan keluasan 
partisipasi yang diharapkan dari warga masyarakat di satu pihak, dan proporsi 
peranan yang dilakukan oleh pihak eksternal di lain pihak. Mikkelsen (1999; 
69) dalam Soetomo (2008; 449), dijelaskan dan diuraikan berdasarkan kriteria 
tersebut membedakan adanya empat pendekatan untuk mengembangkan 
partisipasi masyarakat. Pertama, pendektan partisipasi pasif, pelatihan dan 
informasi. Pendekatan ini berdasarkan pada anggapan bahwa pihak eksternal 
yang lebih tahu, lebih menguasai pengetahuan, teknologi, skill dan sumber 
daya. Dengan komunikasi satu arah, dari atas ke bawah, hubungan pihak 
eksternal dan masyarakat lokal bersifat vertikal. 
Kedua, pendekatan partisipasi aktif. Dalam pendekatan ini sudah 
dicoba dikembangkan komunikasi dua arah, walaupun pada dasarnya masih 
berdasarkan pra anggapan yang sama dengan pendekatan yang pertama, 
bahwa pihak eksternal lebih tahu dibandingkan masyarakat lokal. Pendekatan 





masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan para petugas dari 
institusi eksternal. Salah satu contohnya adalah pendekatan pelatihan dan 
kunjungan. 
Ketiga, pendekatan partisipasi dengan keterikatan. Pendekatan ini 
mirip kontrak sosial antara pihak eksternal dengan masyarakat lokal. Dalam 
keterikatan tersebut dapat disepakati apa yang dapat dilakukan masyarakat 
lokal dan apa yang harus dilaksanakan dan diberikan pihak eksternal. 
Masyarakat setempat, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok kecil, 
diberikan pilihan untuk terikat pada sesuatu dengan tanggung jawab atas 
setiap kegiatan pada masyarakat dan juga pada pihak eksternal. Dalam model 
ini masyarakat setempat mempunyai tanggung jawab terhadap pengelolaan 
kegiatan yang telah disepakati dan mendapat dukungan dari pihak eksternal 
baik finansial maupun teknis. Keuntungan dari pendekatan ini adalah 
memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk bekerja sambil 
belajar dalam melakukan pengelolaan pembangunan. Keuntungan yang lain 
adalah dapat dilakukan modifikasi atas model yang disepakati sesuai dengan 
tujuan yang diinginkan. 
Keempat, partisipasi atas permintaan setempat. Bentuk ini 
mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh 
masyarakat setempat. Kegiatan dan peranan pihak eksternal lebih bersifat 
menjawab kebutuhan yang diputuskan dan dinyatakan oleh masyarakat lokal, 





eksternal, dalam pendekatan ini tidak ada rancangan program dari luar yang 
harus dilaksanakan oleh masyarakat lokal, tidak ada target waktu, tidak ada 
target anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, serta yang lebih penting 
tidak ada sistem komando atau instruksi dari pihak eksternal kepada 
masyarakat. Dilihat dari pendekatan proses belajar sosial, pendekatan yang 
terakhir ini yang leboh sesuai dan banyak digunakan dalam praktik di 
lapangan. Sebagai salah satu contoh dalam pelaksanaan yang lebih teknis dan 
operasional dapat disebutkan pendekatan Participatory Rural Appraisal 
(PRA), yang kemudian dikembangakan ke dalam pendekatan perencanaan 
yang partisipatif. Dalam pendekatan tersebut sudah dikembangkan dan banyak 
dipraktekkan langkah-langkah dan teknis pendekatan yang lebih rinci. 
Kesemuanya itu merupakan perwujudan dari proses belajar sosial. 
d. Forum Antar Stakeholders 
Sebagaimana diketahui, proses pembangunan melibatkan tiga 
stakeholders: negara, swasta dan masyarakat. Unsur masyarakat dapat berupa 
masyarakat lokal atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dilihat dari 
dimensi ruang, masyarakat lokal merupakan bagian dari perkembangan suatu 
kawasan tertentu. Oleh sebab itu, dapat dipahami adanya hubungan timbal-
balik antara perkembangan masyarakat lokal dengan perkembangan suatu 
kawasan. Berbagai peluang pada tingkat regional dapat diantisipasi dan 
dimanfaatkan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat lokal, dan 





kontribusi yang berarti bagi perkembangan suatu kawasan. Berdasarkan 
pemikiran tersebut, dalam perencanaan dan pengelolaan perkembangan suatu 
kawasan, perlu juga melibatkan masyarakat lokal sebagai salah satu 
stakeholder di samping stakeholders lain. Dengan kata lain, partisipasi 
masyarakat lokal tidak hanya terbatas pada lingkungan masyarakat lokal, 
tetapi juga dalam perkembangan lingkungan yang lebih luas, yaitu 
perkembangan kawasan. 
Untuk maksud tersebut, dalam pengembangan suatu kawasan, dirasa 
perlu kehadiran suatu forum yang dapat memfasilitasi dan menjadi media 
interaksi antar stakeholders. Forum tersebut dapat terdiri dari unsur 
pemerintah, unsur swasta, unsur LSM dan masyarakat lokal. Berbagai 
aspirasi, kepentingan dan ide dapat diakomodasi dan didialogkan melalui 
forum tersebut, termasuk dalam merencanakan dan mengelola perkembangan 
kawasan yang bersangkutan. Hal ini sangat penting agar di kemudian hari 
tidak terjadi saling tuding apabila dalam perkembangan kawasan tersebut 
ternyata mengarah pada hal-hal yang tidak diharapkan. Melalui keberadaan 
forum tersebut walaupun tidak harus dalam posisi yang bersifat formal, dapat 
dikembangkan tanggung jawab bersama baik dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan maupun memetikm manfaat. Dengan demikian, proses interaksi 
dan dialog dalam kesetaraan melalui forum tersebut akan dapat memenuhi 
prinsip bahwa: kontrol terhadap suatu pengambilan keputusan dan terhadap 





yang akan menanggung akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil. 
Pada dasarnya, walaupun dalam intensitas yang berbeda, akibat dari 
keputusan dan tindakan tadi akan dirasakan oleh semua stakeholders yang 
ada. 
Salah satu bentuk dari tanggung jawab bersama tadi adalah melalui 
forum tersebut dapat disepakati visi bersama dalam pengembangan kawasan 
yang bersangkutan yang kemudian dapat menjadi acuan bagi tindakan 
masing-masing stakeholders. Melaui forum tersebut juga dapat dirumuskan 
secara garis besar apa yang dapat dilakukan dan apa peranan yang dapat 
disumbangkan oleh masing-masing pihak dalam pengembangan kawasan. 
Bahkan melalui interaksi dan dialog dapat pula dikembangkan adanya 
jaringan antar stakeholders untuk bekerja sama dalam pengembangan 
kawasan dan menarik manfaat bersama dari pengembangan tersebut. Dengan 
demikian, dapat dijalin hubungan antar stakeholders yang bersifat sinergis. 
Dalam lingkup yang luas juga dapat dikembangkan jaringan hubungan saling 
menguntungkan dengan kawasan lain, maupun hubungan dengan kawasan 
dalam hierarki regional yang lebih tinggi. Dengan demikian forum ini juga 
dapat menjadi salah satu bentuk aktualisasi strategi community based resource 
management berupa pengembangan jaringan. Dengan cara pengembangan 
jaringan ini diharapkan tidak saja dapat semakin dikembangkan hubungan 
sinergis antar stakeholders, tetapi juga antara sesame masyarakat lokal, 





Disamping dapat memperluas wawasan, pengembangan jaringan ini juga 
mempunyai keterkaitan dengan unsur pemberdayaan, karena jaringan yang 
semakin luas dapat berdampak pada semakin efektifnya kekuatan penekan dan 
semakin mapannya posisi tawar masyarakat lokal. 
Apabila dilihat dari sisi yang lain, forum tersebut di samping dapat 
menjadi media untuk menjalin dan mengembangkan kerja sama dan hubungan 
yang bersifat sinergis antar pihak-pihak terkait, juga dapat menjadi media 
untuk menyelesaikan konflik yang sangat mungkin terjadi antar berbagai 
pihak terkait tadi. Apabila kawasan semakin berkembang, peluang ekonomis 
semakin besar, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya benturan 
kepentingan yang menjurus pada terjadinya konflik. Konflik yang muncul 
tidak hanya terbatas antar stakeholders dalam kawasan yang sama, tetapi 
dapat pula dengan kawasan lain yang setingkat atau dengan kawasan yang 
memilki hierarki regional yang lebih tinggi. 
e. Pentingnya Institusi Lokal 
Nugroho (2001; 141) dalam Soetomo (2008; 455), menjelaskan 
kebijakan yang bersifat sentralistis dan kedudukan masyarakat yang 
cenderung sebagai objek pembangunan telah mendorong terjadinya penetrasi 
negara dan pasar yang berlebihan dalam masyarakat, khususnya masyarakat 
lokal. Hal itu menyebabkan dalam realitas ekonomi, sosial dan politik 
kehidupan bangsa, melalui proses yang cukup panjang peranan negara dan 





terlalu jauh dalam kehidupan masyarakat, demikian juga ekspansi pasar tak 
berbendung dan membuat posisi tawar masyarakat terhadap modal besar 
sangat rendah. Dalam kondisi seperti itu kepanjangan tangan kepentingan 
negara dan pasar dibangun sampai pada kehidupan masyarakat terbawah atau 
yang paling dasar, sementara masyarakat yang berada dalam posisi yang 
lemah tidak kuasa mengimbanginya. Sebagai akibatnya, idealism bahwa 
kebijakan publik akan mencerminkan aspirasi individu atau warga masyarakat 
tidak pernah dapat terwujud. Bahkan, tidak jarang kebijakan publik tersebut 
berlaku coercive bagi masing-masing individu, sehingga akibatnya individu 
mengalami alienasi dan ketidakberdayaan dalam menghadapi kebijakan 
publik. 
Kenyataan tersebut telah mengakibatkan ketidakberdayaan masyarakat 
dalam berhadapan dengan negara dan pasar, sehingga mengakibatkan 
sebagian lapisan masyarakat semakin termarginalisasi dengan kondisi 
kesejahteraan sosial dan rendah. Oleh sebab itu, apabila berbicara tentang 
hubungan antar stakeholders, maka posisi masyarakat khususnya masyarakat 
lokal berada dalam kondisi yang lebih lemah dibanding negara dan pasar atau 
sektor swasta. Dengan demikian, hubungan sinergis yang bersifat saling 
menguntungkan sulit diharapkan, bahkan sangat potensial menjurus pada 
hubungan yang eksploitatif. Sebagaimana sudah dibahas, upaya paling 
strategis untuk keluar dari kondisi tersebut adalah melalui pemberdayaan. 





individual, kedudukan warga masyarakat lokal tetap lemah dan posisi tawar 
terhadap negara dan pasar juga kurang kuat. Oleh sebab itu, dibutuhkan 
adanya tindakan bersama, terutama tindakan bersama melalui institusi sosial 
yang ada pada tingkat lokal. Institusi lokal ini diharapkan dapat berkedudukan 
sebagai struktur mediasi yang dapat menjembatani kehidupan privat dan  
kehidupan politik. Nugroho (2001; 142) dalam Soetomo (2008; 456),  
mendefinisikan struktur mediasi sebagai lembaga-lembaga yang mempunyai 
posisi di antara wilayah kehidupan individu secara privat dengan lembaga 
makro yang berhubungan dengan kehidupan publik. Kedua bidang tersebut 
saling berinteraksi melalui berbagai cara, tetapi kehidupan privat cenderung 
selalu berada dalam posisi inferior, sebab pemaknaan dalam dunia modern 
lebih dikuasai oleh kehidupan publik. Dengan demikian, melalui struktur 
mediasi tersebut masyarakat diharapkan lebih memiliki posisi tawar sehingga 
berbagai kebijakan publik menjadi lebih responsif dan akomodatif terhadap 
kepentingan masyarakat. 
Uphoff (1986; 4) dalam Soetomo (2008; 456), mengemukakan 
instutusi pada tingkat lokal yang menjadi saluran penghubung antara sektor 
privat dan sektor publik tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam enam 
macam. (a) administrasi lokal yang merupakan kepanjangan tangan atau 
perwakilan departemen pemerintah pusat pada tingkat lokal, (b) pemerintahan 
lokal yang mempunyai otoritas untuk menyelenggarakan pembangunan dan 





asosiasi lokal yang keanggotaannya bersifat sukarela, yang dikembangkan 
untuk berbagai tujuan, (d) koperasi yang merupakan alat kerja sama anggota 
untuk memperoleh keuntungan ekonomis, (e) organisasi pelayanan lokal yang 
mewadahi warganya dalam saling membantu secara timbal-balik, (f) usaha 
ekonomi perorangan di bidang manufaktur, perdagangan atau jasa. Untuk 
kategori masih dapat dibedakan menjadi tiga yaitu yang memiliki multifungsi 
misalnya komite desa, yang mempunyai misi spesifik seperti organisasi 
pengelola air dan yang mewadahi kebutuhan khusus anggota seperti arisan 
ibu-ibu. 
Uphoff (1986; 5) dalam Soetomo (2008; 457), mengemukakan lebih 
lanjut tentang kategori administrasi lokal dan pemerintahan lokal 
diklasifikasikan sebagai sektor publik, asosiasi lokal yang bersifat sukarela 
dan koperasi diklasifikasikan sebagai sektor sukarela, kemudian organisasi 
pelayanan lokal dan usaha ekonomi perorangan diklasifikasikan sebagai 
sektor privat. Dalam pembahasan berikut akan lebih difokuskan pada sektor 
sukarela yaitu berbagai bentuk institusi yang tumbuh dalam masyarakat lokal 
dengan keanggotaan bersifat sukarela. Pilihan tersebut didasarkan atas 
pertimbangan, bahwa dilihat sebagai suatu continuum asosiasi sukarela atau 
sektor sukarela ini berada di antara institusi lokal yang termasuk sektor publik 
dan sektor privat. Institusi seperti ini dapat memfasilitasi berbagai tindakan 





tanggung jawab bersama pula, sehingga tidak dikontrol, dikendalikan atau 
tergantung dari program-program pemerintah. 
Untuk dapat meningkatkan peranannya sebagai lembaga yang berada 
pada posisi struktur mediasi, maka perlu dilakukan upaya pemberdayaaan. 
Walaupun sama-sama memberikan fokus pada aspek manusia, terutama agar 
lebih terbuka peluangnya dalam mengaktualisasikan potensinya sesuai harkat 
dan martabatnya, tetapi dalam perkembangannya dijumpai adanya variasi 
pandangan tentang pemberdayaan tersebut. Berkaitan dengan identifikasi 
Loekman Soetrisno yang sudah dibahas dalam bagian lain tulisan ini tentang 
adanya dua versi dalam pendekatan pemberdayaan, versi Paulo Freire dan 
versi Schumacher, maka pemberdayaan dalam versi Paulo Freire agaknya 
lebih relevan dalam meningkatkan posisi tawar masyarakat lokal. Hal itu 
disebabkan karena seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, versi Paulo 
Freire berinti pada metodologi yang disebut conscientization yang merupakan 
proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik yang ada 
dalam masyarakat dan menyusun cara untuk menghilangkan kondisi yang 
opresif tersebut. Pemberdayaan dalam versi ini tidak hanya berarti member 
kesempatan kepada rakyat untuk menggunakan sumber alam dan dana 
pembangunan saja, tetapi juga mendorong masyarakat untuk melakukan 
perubahan struktural, yang hanya mungkin dilakukan melalui partisipasi 





Memang harus diakui, sebagai sarana untuk memfasilitasi upaya 
pemberdayaam tersebut, institusi lokal berupa asosiasi sukarela yang tumbuh 
dari masyarakat sendiri cukup mengakar dalam kehidupan masyarakat, 
sehingga biasanya cukup efektif sebagai sarana untuk memfasilitasi tindakan 
bersama. Walaupun demikian, sesuai dengan proses perkembangan 
masyarakat, suatu institusi yang efektif sebagai sarana memfasilitasi tindakan 
bersama tersebut belum tentu efisien. Oleh sebab itu, dalam hal-hal tertentu 
memang dibutuhkan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan 
perkembangan. Sehubungan dengan upaya perubahan tersebut cara yang 
direkomendasikan adalah melalui proses belajar sosial. Proses belajar sosial 
tersebut menggambarkan kemampuan manusia dan kelompok manusia 
sebagai makhluk belajar yang berperilaku demi mengubah dan merencanakan 
kembali perilaku tersebut. Proses belajar ini berlangsung secara 
berkesinambungan dan terus-menerus bukan melalui jalur pendidikan formal 
melainkan melalui pengalaman dalam kehidupan bersama. 
Sebagai proses yang melekat dalam kehidupan sehari-hari suatu 
masyarakat, tidak jaramg proses belajar tersebut berlangsung melalui 
mekanisme trial dan error dan pada umumnya bersifat intuitif, sehingga 
terkesan tidak teratur dan sulit dicari polanya karena sifatnya sangat lokal 
dalam arti berbeda antara masyarakat lokal yang satu dengan yang lain. 
Walaupun demikian, berdasarkan pengalaman di banyak kasus, secara garis 





menyempurnakan diri dan menyesuaikan dengan tuntutan perkembangan, 
pada umumnya polanya mengikuti proses yang terdiri dari tiga tahap: belajar 
efektif, belajar efisien dan belajar mengembangkan diri, dari sekadar ada dan 
dapat berfungsi sebagai sarana tindakan bersama yang terjaga 
kontinyuitasnya, kemudian dapat meningkatkan daya manfaat bagi 
masyarakat dan selanjutnya menjadi institusi yang cukup mapan dan kokoh 
serta mempunyai posisi tawar yang cukup baik. 
Memang harus diakui, dalam proses belajar sosial tersebut seringkali 
tidak sepenuhnya bersifat mandiri, tetapi juga membutuhkan bantuan pihak 
eksternal baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Walaupun 
demian, sesuai dengan prinsip proses belajar sosial, hubungan masyarakat 
lokal dengan pihak eksternal tidak hierarkis vertikal tetapi bersifat sejajar atau 
horizontal, sehingga tidak bersifat instruktif. Yang terjadi adalah proses saling 
belajar, sehingga pihak eksternal pun juga dapat belajar dari masyarakat lokal. 
Proporsi inisiatif pihak eksternal akan sangat ditentukan oleh kapasitas 
institusi lokal yang ada. Semakin tinggi kapasitas institusi lokal semakin kecil 
porsi inisiatif pihak eksternal. Uphoff (1986; 189) dalam Soetomo (2008; 
460), mengklasifikasikan peranan pihak eksternal berdasarkan proporsi 
inisiatifnya tersebut dalam tiga kategori, assistance, facilitation dan 
promotion. Kategori assistance menggambarkan inisiatif lokal yang dominan 
karena kapasitas institusi lokal yang ada sudah cukup tinggi. Facilitation 





Promotion menggambarkan inisiatif phak eksternal yang dominan karena 
kapasitas institusi lokal dalam kategori masih lemah. 
Apabila dalam klasifikasi institusi yang merupakan asosiasi 
keanggotaan sukarela dapat dibedakan lagi menjadi tiga kategori, asosiasi 
yang bersifat multifungsi, asosiasi dengan misi khusus dan asosiasi dengan 
anggota yang mempunyai karakteristik khusus, maka dalam pemanfaatannya 
juga perl memerhatikan karakteristik masing-masing. Asosiasi yang bersifat 
mulitfungsi biasanya mempunyai ruang lingkup yang ditentukan oleh satu 
kesatuan kehidupan komunitas yang masih dirasakan adanya solidaritas dan 
saling percaya di antara anggotanya serta perasaan sebagai bagian dari 
kesatuan itu. 
Sementara itu, bentuk asosiasi dengan misi khusus seperti organisasi 
pengelola air, kelompok tani, tidak harus terikat oleh wilayah administratif 
atau satuan komunitas yang didasarkan batas lokalitas tertentu, karena 
orientasinya berbeda, misalnya untuk organisasi pengelola air orientasinya 
pada kepentingan yang sama atas distribusi air pada suatu jaringan irigasi 
tertentu, sehingga sifatnya bisa lintas wilayah administratif atau lintas 
komunitas. Sedangkan bentuk asosiasi yang anggotanya mempunyai 
karakteristik khusus, lingkupnya sangat tergantung pada jangkauan 
keberadaan anggotanya. Dengan demikian, lingkupnya dapat lebih sempit dari 
komunitas setingkat dusun dalam bentuk lingkungan ketetanggaan, atau dapat 





administratif tertentu. Karena sifatnya sebagai asosiasi sukarela, maka 
orientasi dan ruang lingkupnya sebaiknya disesuaikan apa adanya sesuai 
dengan proses terbentuknya secara alamiah. Suatu asosiasi yang tadinya 
tumbuh dan berkembang dengan baik, dapat menjadi surut aktivitasnya hanya 
karena diformalkan dan lingkupnya disesuaikan dengan pembagian wilayah 
administratif.  
Berbagai lembaga bentukan pemerintah yang didesain seolah-olah 
sebagai instrument proses perencanan dari masyarakat yang bersifat bottom-
up, tetapi sebetulnya sekedar prosedural dan formalitas untuk melegitimasi 
penetrasi dan dominasi pemerintah. Pada masa lampau LKMD memang 
dikenal sebagai lembaga bentukan pemerintah yang harus ada di setiap desa, 
sebagai instrument aktualisasi pendekatan yang bersifat sentralistis, top-down 
dan blueprint approach. Pada era sekarang hal itu sudah dianggap tidak 
cocok. 
Oleh sebab itu, di beberapa kabupaten kemudian muncul Perda atau 
dalam bentuk keputusan bupati yang mengatur pergantian lenbaga tersebut. 
Secara sepintas bentuknya memang tidak lagi sebagai instruksi 
penyeragaman, karena diserahkan kepada masing-masing masyarakat. Hanya 
saja, apabila masyarakat masih ingin membentuk lembaga pengganti LKMD 
polanya diatur dalam Perda tersebut. Dalam hal nama lembaga baru tersebut, 
di antara kabupaten satu dengan yang lain memang tidak seragam. Demikan 





Bupati dan lembaga baru yang dinamakan Lembaga Pemberdayaan 
Masyarakat Desa (LPMD), sedangkan di kabupaten yang lain diatur dalam 
bentuk Peraturan Daerah (Perda), yang menyebutkan bahwa nama lembaga 
baru tersebut diserahkan kepada masing-masing desa. Dalam Perda tersebut 
jga terdapat ketentuan lain yang mengatakan bahwa lurah, pamong desa, 
sekretaris BPD dan anggota BPD tidak boleh menjadi pengurus lembaga 
kemasyarakatan tadi. Secara umum tampaknya sudah ada upaya untuk 
mengurangi porsi campur tangan negara, dan lebih bersifat demokratis. 
Walaupun demikian, karena pendekatan keseragaman dan sentralistis sudah 
cukup lama mewarnai kehidupan kelembagaan desa, maka sangat mungkin 
terjadi dalam operasionalisasinya banyak desa yang lebih memilih sekedar 
mengganti nama LKMD dengan nama baru, sedangkan substansi dan cara 
kerjanya tetap sama. Dengan kata lain, orang bisa lebih tertarik kepada 
kemasannya dibanding isi atau substansinya. Dari pengamatan sementara, 
memang kecenderungan terakhir itulah yang banyak terjadi, sehingga 
pemberdayaan masih banyak sebatas retorika dibandingkan realita.  
BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis Penelitian 
Penelitian yang berjudul “Pengembangan Kawasan Agropolitan 
Berbasis Partisipasi Di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Dengan 
Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development)” termasuk 
penelitian deskriptif kuantitatif yang merupakan metode untuk menguji teori-
teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel, yang didukung 
dengan menggunakan metode survei dalam pengumpulan data dan informasi 
yang diarahkan pada individu untuk memperoleh gambaran (deskripsi) nyata 
tentang bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kawasan 
agropolitan dengan pendekatan ABCD (Asset Based Community 
Development) di wilayah Kecamatan Malunda Kabupaten Majene. 
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini berada di Kecamatan Malunda yang merupakan salah 
satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Majene. Lokasi penelitian ini dengan 
didasarkan pertimbangan-pertimbangan bahwa Kecamatan Malunda ditetapkan 
sebagai lokasi Rencana Kawasan Agropolitan didasarkan atas kriteria yang ada 
serta berdasarkan arahan dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 (Perda No. 
12 Tahun 2012) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 
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2012-2032. Dan, karena sebagian besar masyarakat dikawasan tersebut 
didominasi oleh kegiatan pertanian atau agribisnis, termasuk didalamnya usaha 
industri (pengolahan) pertanian, perdagangan hasil-hasil pertanian, perdagangan 
agribisnis hulu (sarana pertanian dan permodalan), agrowisata dan jasa pelayanan. 
Selain itu, memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk 
mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang dapat dipasarkan 
atau telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).  
2. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dimulai pada tanggal 9 Oktober 
2015 sampai tanggal 9 November 2015, akan tetapi penelitian tidak dilakukan 
secara terus menerus hanya pada hari-hari tertentu. 
C. Jenis dan Sumber Data 
1. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan atas dua jenis data 
yaitu : 
a. Data Kuantitatif merupakan jenis data numerik atau berupa angka yang bisa 
langsung diolah dengan menggunakan metode perhitungan matematik. 
Adapun data kuantitatif dalam penelitian ini yakni sebagai berikut : 
1) Kondisi fisik geografi wilayah penelitian; 
2) Data Demografi wilayah penelitian; 
3) Jumlah sarana dan prasana wilayah penelitian. 
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b. Data Kualitatif merupakan jenis data yang berupa kondisi kualitatif objek 
dalam ruang lingkup penelitian atau data yang tidak bisa langsung diolah 
dengan menggunakan perhitungan matematis tetap dengan narasi dan hanya 
terbatas pada teknik pengolahan data seperti membaca grafik, tabel, gambar 
yang kemudian dilakukan penafsiran atau analisis. 
2. Sumber Data 
Menurut sumbernya data terbagi atas dua yaitu: 
a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung objek 
penelitian baik berupa hasil wawancara maupun observasi (survey lapangan). 
b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui instansi-instansi yang 
terkait dengan objek penelitian baik dari Badan Pusat Statistik (BPS) 
Kabupaten Majene, Dinas Pertanian, Kantor Kecamatan Malunda, dan 
lainnya. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
1. Observasi (Survey Lapangan) 
Teknik observasi yaitu metode pengumpulan data melalui pengamatan 
langsung/suvey lapangan pada lokasi penelitian dalam rangka memperoleh data 
dan informasi yang bertujuan untuk mengetahui dan memahami kondisi serta 





2. Telaah Pustaka 
Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan menggunakan 
sumber-sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, 
bahan seminar ataupun jurnal. Konsep-konsep teoritis dan operasional tentang 
ketentuan penelitian dan lain sebagainya, akan dapat peroleh dari kepustakaan.  
3. Dokumentasi 
Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data mengenai hal-hal 
atau variasi yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 
Suharsimi, 2006:158). Metode ini digunakan untuk mencari data monografi 
Kecamatan Malunda dan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
E. Obyek Penelitian 
Yang dimaksud obyek penelitian adalah orang, tempat, atau benda 
yang diamati dalam rangka pembubutan sebagai sasaran (Kamus Bahasa 
Indonesia, 1989: 622). Menurut (Supranto 2000: 21) obyek penelitian adalah 
himpunan elemen yang dapat berupa orang, organisasi atau barang yang akan 
diteliti. Objek penelitian sebagai pokok persoalan yang hendak diteliti untuk 
mendapatkan data secara lebih terarah.  
1. Obyek Fisik  
Obyek fisik dalam penelitian meliputi segala hal mengenai letak geografis 
suatu wilayah, luas wilayah, batas-batas administrasi wilayah, dan jumlah 
penduduk wilayah penelitian atau gambaran umum wilayah penelitan. 
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2. Obyek Non-Fisik 
Obyek non-non fisik dalam penelitian ini meliputi aspek-aspek atau aset-
aset yang ada di wilayah penelitian yaitu aset sosial, aset manusia, aset finansial, 
aset sarana dan prasarana, dan aset natural di dalam hasil identifikasi wilayah 
penelitian. 
F. Metode Analisis Data 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai 
berikut : 
1. Analisis deskriptif kuantitatif terhadap pengembangan kawasan agropolitan 
berbasis partisipasi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene dengan 
pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). 
2. Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu 
organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang 
strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi peniaian terhadap faktor 
kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Sementara, analisis eksternal 









G. Variabel Penelitian 
Variabel adalah gejala yang menjadi fokus penelitian untuk diamati 
yang dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif. Adapun variabel yang 
digunakan dalam penelitian ini : 
1. Variabel Independen X : 
Variabel ini sering disebut variabel bebas, yaitu variabel yang 
mempengaruhi atau menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen 
(terikat). 
a. Warga/Masyarakat 
1) Aset Manusia; 
 Pendidikan; 
 Umur/Usia; 
 Jumlah Petani; 
 Jumlah Pengusaha. 
2) Aset Finansial. 
 Lembaga Keuangan 
b. Organisasi Lokal 
1) Aset Sosial. 
 Jumlah Kelompok Tani; 
 Jumlah KUD & Non-KUD; 




1) Aset Fisik; 
 Air Bersih (PDAM); 
 Listrik; 
 Peribadatan; 
 Perdagangan dan Jasa (pasar, hotel, dan rumah makan/warung); 
 Sarana Pendidikan. 
2) Aset Natural. 
 Sungai; 
 Kehutanan; 
 Objek/Daya Tarik Wisata; 
 Pertanian dan Perkebunan; 
 Peternakan; 
 Perikanan. 
2. Variabel Dependen Y: 
Variabel dependen sering disebut sebagai variabel terikat, yaitu variabel 
yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. 
Sebagai variabel terikat dalam penelitian ini adalah: 
a. Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi Dengan Pendekatan 




H. Definisi Operasional 
1. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena 
berjalannya sistem dan usaha agribisnis serta mampu melayani, mendorong, 
menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. 
2. Aset adalah kualitas berguna atau berharga, orang atau benda, sebuah 
keuntungan atau sumber daya. 
3. Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan dan melancarkan 
pelaksanaan suatu usaha. 
4. Komunitas adalah sebuah sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama 
secara geografis dan saling mengenal satu sama lain sehingga tercipta 
interaksi dan memberikan kontribusi bagi lingkungannya. 
5. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi 
tertutup (atau semi terbuka), dimana sebagian besar interaksi adalah antara 
individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 
6. Organisasi adalah sebagai tempat atau wadah untuk orang berkumpul dan 
bekerjasama secara rasional dan sistematis, terencana, terpimpin, dan 
terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya baik uang, metode, material, 
lingkungan, sarana dan prasarana, data dan lain sebagainya yang digunakan 
secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 
7. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 
pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya atau suatu gejala 
demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam suatu perencanaan serta dalam 
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pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat 
kematangan dan tingkat kewajibannya.. 
8. Partisipasi Masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 
pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan 
pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, 
pelaksanaan upaya mengatasi masalah, keterlibatan masyarakat dalam proses 
mengevaluasi perubahan yang terjadi. 
9. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari 
aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada 
pelanggan. 
10. Pengembangan adalah memperbaiki atau meningkatkan atau memajukan 
sesuatu yang sudah ada. 
11. Pengelolaan adalah menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan 
usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk 
mencapai suatu tujuan. 
12. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu meteri atau 
unsur tertentu dalam kehidupan. 





I. Kerangka Pikir 
 
Identifikasi Wilayah Penelian (Aset) Terkait 




a. Aset Manusia 
 Pendidikan; 
 Usia; 
 Jumlah Petani; 
 Jumlah Pengusaha. 
b. Aset Finansial 
 Lembaga Keuangan. 
 
Pendekatan ABCD (Asset Based Community Development ) di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene 
2. Organisasi 
a. Aset Sosial 
 Jumlah Kelompok 
Tani; 
 Jumlah KUD & 
Non-KUD; 




a. Aset Fisik 
 Air Bersih; 
 Listrik; 
 Peribadatan; 
 Perdagangan & Jasa; 
 Sarana Pendidikan. 
b. Aset Natural 
 Sungai; 
 Kehutanan; 
 Objek Wisata; 
 Pertanian & 
Perkebunanan; 




S W O T 
 
Model Penerapan ABCD 
(Asset Based Community 
Development ) di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene 
  
Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi 
 BAB IV 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Kabupaten Majene 
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi 
a. Letak Geografis dan Batas Administrasi 
Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 5 (lima) kabupaten dalam 
wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai, yang 
memanjang dari Selatan ke Utara dengan garis pantai sepanjang 125 Km. Letak 
geografis Kabupaten Majene adalah antara 2°38‟45” - 3°38‟15” Lintang Selatan 
dan 118°45‟00” – 119°4‟45” Bujur Timur dan jarak Kabupaten Majene ke Kota 
Mamuju Ibukota Provinsi Sulawesi Barat  ± 146 Km. 
Adapun batas administrasi Kabupaten Majene adalah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupeten Polewali Mandar dan 
Mamasa. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Teluk Mandar. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Secara administratif luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 Km
2
 
atau 5,6 % dari luas Provinsi Sulawesi Barat. Kabupaten Majene terbagi atas 8 
Kecamatan yaitu Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan 
Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammero‟do Sendana, Kecamatan 
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Tubo Sendana, Kecamatan Ulumanda, dan Kecamatan Malunda dan terdiri dari 
20 Kelurahan dan 62 Desa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
berikut. 
Tabel 4.1 Luas Wilayah Dirinci Berdasarkan Kecamatan di 
Kabupaten Majene Tahun 2014 
No Kecamatan Luas (Km2) Persentase (%) 
Jumlah 
Desa/Kelurahan 
1 Banggae 25,15 2,65 8 
2 Banggae Timur 30,04 3,17 9 
3 Pamboang 70,19 7,41 15 
4 Sendana 82,24 8,68 16 
5 Tammero'do Sendana 55,40 5,84 7 
6 Tubo Sendana 41,17 4,34 7 
7 Malunda 187,65 19,80 12 
8 Ulumanda 456,00 48,11 8 
Total 947,84 100 82 
Sumber : BPS Kabupaten Majene Dalam Angka 2015 
2. Aspek Demografi 
a. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2014 menunjukkan 
kenaikan yang cukup signifikan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Majene pada tahun 2014 jumlah penduduk di Kabupaten 
Majene sebesar 161.132 jiwa. Jumlah penduduk terbesar terdapat di dua 
kecamatan yaitu Kecamatan Banggae  dengan  penduduk  sebesar 39.865 jiwa 
(96,97%) dan Kecamatan Banggae Timur dengan penduduk sebesar  30.341  
jiwa  (92,71%). Menurut jenis kelamin, tercatat penduduk laki-laki sebesar 
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78.607 jiwa (4,75%) sedangkan penduduk perempuan sebesar 82.525 jiwa 
(95,25%). 
Hal tersebut menunjukkan bahwa rasio jenis kelamin/sex Ratio (SR) 
penduduk adalah sekitar 95,25 artinya untuk  setiap  100  penduduk perempuan 
terdapat 95 atau 96 penduduk laki-laki. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 
tabel 4.2 berikut ini. 
Tabel 4.2 Banyaknya Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin 








1 Banggae 19.626  20.239 39.865 96,97 
2 Banggae Timur 14.597 15.744 30.341 92,71 
3 Pamboang 10.563 11.299 21.862 93,49 
4 Sendana 10.599 11.552 22.151 91,75 
5 Tammero‟do Sendana 5.492 5.726 11.218 95,91 
6 Tubo Sendana 4.306 4.432 8.738 97,16 
7 Malunda 8.975 9.174 18.149 97,83 
8 Ulumanda 4.449 4.359 8.808 102,06 
Total 78.607 82.525 161.132 95,25 
Sumber : Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2015 
b. Distribusi dan Kepadatan Penduduk 
Kepadatan penduduk ditentukan oleh jumlah penduduk dan luas wilayah 
yang menempati wilayah tersebut.Pada akhir tahun 2014 berdasarkan hasil 
rekapitulasi data jumlah penduduk Kabupaten Majene tercatat sebanyak 
161.132 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebanyak 170 jiwa/km
2
. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 mengenai luas wilayah dan 
kepadatan penduduk di Kabupaten Majene tahun 2015 dibawah ini. 
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1 Banggae 25,15 39.865 1.585 
2 Banggae Timur 30,04 30.341 1.010 
3 Pamboang 70,19 21.862 311 
4 Sendana 82,24 22.151 269 
5 Tammero‟do 
Sendana 
55,4 11.218 202 
6 Tubo Sendana 41,17 8.738 212 
7 Malunda 187,65 18.149 97 
8 Ulumanda 456,00 8.808 19 
Total 947,84 161.132 3.493 
Sumber : Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Jumlah penduduk tertinggi  berada di Kecamatan Banggae dengan jumlah 
penduduk sebanyak 39.865 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 1.585 
jiwa/km
2
, sedang jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Tubo 
sendana dengan jumlah penduduk 8.738 jiwa dengan tingkat kepadatan 
penduduk sebanyak 212 jiwa/km
2
 dan kepadatan penduduk terendah berada di 
Kecamatan Ulumanda dengan jumlah penduduk sebanyak 8.808 jiwa dengan 
tingkat kepadatan penduduk hanya mencapai 19 jiwa/km
2
. 
c. Pertumbuhan Penduduk 
Jumlah penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2014 berdasarkan data 
dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Majene adalah sebanyak 161.132 
jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Banggae yaitu sebanyak 
39.865 jiwa, sedangkan wilayah Kecamatan yang memiliki jumlah penduduk 
terendah berada di Kecamatan Tubo Sendana yaitu sebanyak 8.738 jiwa. 
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Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Kabupaten Majene  
Dirinci Menurut Kecamatan Tahun 2010-2014 
No Kecamatan 
Tahun 
2010 2011 2012 2013 2014 
1 Banggae 37.333 38.015 39.046 39.244 39.865 
2 Banggae Timur 28.550 29.071 29.779 29.913 30.341 
3 Pamboang 20.800 21.181 21.578 21.670 21.862 
4 Sendana 20.374 20.747 21.608 21.730 22.151 
5 Tammero‟do Sendana 10.584 10.778 11.000 11.096 11.218 
6 Tubo Sendana 8.214 8.364 8.569 8.631 8.738 
7 Malunda 16.986 17.296 17.803 17.909 18.149 
8 Ulumanda 8.266 8.417 8.653 8.697 8.808 
Jumlah 151.107 153.869 158.036 158.890 161.132 
Sumber : BPS Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Tabel 4.5 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Majene  




1 Banggae 37.333 39.865 
2 Banggae Timur 28.550 30.341 
3 Pamboang 20.800 21.862 
4 Sendana 20.374 22.151 
5 Tammero‟do Sendana 10.584 11.218 
6 Tubo Sendana 8.214 8.738 
7 Malunda 16.986 18.149 
8 Ulumanda 8.266 8.808 
Jumlah 151.107 161.132 
Sumber : BPS Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel diatas yaitu Tabel 4.5 menunjukkan bahwa rata-rata laju 
tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Majene pada tahun 2010-2014 





B. Gambaran Umum Kecamatan Malunda 
1. Letak Geografis dan Batas Administrasi 
a. Batas Administrasi 
Kecamatan Malunda merupakan salah satu kecamatan yang termasuk 
dalam kawasan strategis agropolitan yang terdapat dalam arahan RTRW 
Kabupaten Majene selain dari Kecamatan Banggae dan Kecamatan Ulumanda. 
Adapun batas administrasi Kecamatan Malunda adalah sebagai berikut : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Mamuju. 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Ulumanda. 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Mamasa. 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar. 
Secara administratif Kecamatan Malunda juga merupakan salah satu 
Kecamatan teluas kedua setelah Kecamatan Ulumanda dari 8 Kecamatan yang 
terdapat di Kabupaten Majene dengan luas wilayah 187,65 Km
2
. Kecamatan 
Malunda terbagi atas 12 Desa/Kelurahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 








Tabel 4.6 Luas Kecamatan Malunda  










1 Desa Bambangan 46,53 24,8 
2 Desa Kayu Angin 15,34 8,17 
3 Desa Lombang 12,83 6,84 
4 Desa Lombang Timur 75,90 40,4 
5 Desa Lombong 5,26 2,80 
6 Desa Lombong Timur 3,34 1,78 
7 Desa Maliaya 2,17 1,16 
8 Desa Mekkatta 22,26 11,8 
9 Desa Mekkatta Selatan 6,08 3,24 
10 Desa Salutahongan 10,74 5,72 
11 Kelurahan Lamungan Batu 3,03 1,61 
12 Kelurahan Malunda 4,29 2,29 
Jumlah 187,65 100 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
2. Aspek Demografi 
a. Jumlah Penduduk 
Pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk di Kecamatan Malunda dihuni 
penduduk sebanyak 18.149 jiwa. Secara umum kondisi kependudukan di 















) Jumlah Penduduk (Jiwa) 
1 Desa Bambangan 46,53 1.138 
2 Desa Kayu Angin 15,34 1.351 
3 Desa Lombang 12,83 832 
4 Desa Lombang Timur 75,90 968 
5 Desa Lombong 5,26 1.990 
6 Desa Lombong Timur 3,34 1.019 
7 Desa Maliaya 2,17 2.002 
8 Desa Mekkatta 22,26 2.086 
9 Desa Mekkatta Selatan 6,08 1.022 
10 Desa Salutahongan 10,74 915 
11 Kelurahan Lamungan Batu 3,03 2.159 
12 Kelurahan Malunda 4,29 2.667 
Total 187,65 18.149 
Sumber : Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan 
penduduk di Kecamatan Malunda yaitu di Kelurahan Malunda merupakan 
wilayah yang memiliki jumlah penduduk tertinggi yakni 2.667 jiwa dan jumlah 
penduduk terendah berada di Desa Lombang Timur yakni 968 jiwa. 
b. Kepadatan Penduduk 
Dari tabel dibawah ini dapat disimpulkan bahwa Desa Maliaya memiliki 
kepadatan penduduk tertinggi yaitu 923 jiwa/km
2
 dengan jumlah penduduk 
2.002 jiwa dan luas wilayah 2,17 km
2
, sedangkan kepadatan penduduk terendah 
yaitu 13 jiwa/km
2
 berada di Desa Lombang Timur dengan luas wilayah 75,90 
km
2





Tabel 4.8 Distribusi dan Kepadatan Penduduk Kecamatan Malunda 


















1 Desa Bambangan 46,53 1.138 220 24 5 
2 Desa Kayu Angin 15,34 1.351 290 768 5 
3 Desa Lombang 12,83 832 194 65 4 
4 Desa Lombang Timur 75,90 968 225 13 4 
5 Desa Lombong 5,26 1.99 417 740 5 
6 Desa Lombong Timur 3,34 1.019 213 305 5 
7 Desa Maliaya 2,17 2.002 388 923 5 
8 Desa Mekkatta 22,26 2.086 412 94 5 
9 Desa Mekkatta Selatan 6,08 1.022 202 484 5 
10 Desa Salutahongan 10,74 915 176 85 5 
11 Kelurahan Lamungan 
Batu 
3,03 2.159 464 713 5 
12 Kelurahan Malunda 4,29 2.667 575 622 5 
Total 187,65 18.149 3.776 97 5 
Sumber : Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
C. Hasil Identifikasi Wilayah Penelitian 
Sebagaimana yang dikemukan pada bab 2 sebelumnya yakni tinjauan 
pustaka terdapat langkah atau faktor dalam pendekatan teori ABCD untuk 
mengidentifikasi dan mengintegrasi aset lokal. Dalam penelitian ini, ada 3 
faktor yang diduga mempengaruhi pengembangan kawasan agropolitan 
berbasis partisipasi di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene, yaitu : 
warga/masyarakat, organisasi lokal, dan fasilitas. 
Ketiga faktor tersebut dianalisis berdasarkan hasil identifikasi aset-
aset yang sudah dimiliki Kecamatan Malunda dipadukan dengan data-data 
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dari BPS Kabupaten Majene yang terkait dengan pengembangan kawasan 
agropolitan di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene.  
1. Warga atau Masyarakat 
a. Aset Manusia 
Aset manusia yang dimaksud dalam penelitian ini yakni pengetahuan, 
kemampuan untuk bekerja, keterampilan, serta pentingnya kesehatan yang baik 
agar mampu menerapkan strategi-strategi dalam penghidupannya dan erat 
kaitannya dengan pengembangan kawasan agropolitan di wilayah penelitian 
Kecamatan Malunda. 
       Tabel 4.9 Sebaran Tingkat Pendidikan Yang Terkait Dengan 




Peserta Ujian Lulus 
SD 3.050 442 442 
SMP 1.000 348 345 
SMA 434 65 65 
SMK 697 186 185 
PTS 480 132 132 
Total 5.661 1.173 1.169 
   Sumber : Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.9, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
jumlah murid SD di Kecamatan Malunda sebanyak 3050 orang dengan jumlah 
peserta ujian dan dinyatakan lulus sebanyak 442 orang, jumlah murid SMP di 
Kecamatan Malunda sebanyak 1000 orang dengan jumlah peserta ujian 348 
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orang dan dinyatakan lulus sebanyak 345 orang, jumlah murid SMA sebanyak 
434 orang dengan jumlah peserta ujian dan dinyatakan lulus sebanyak 65 orang, 
jumlah murid SMK sebanyak 697 orang dengan jumlah peserta ujian 186 orang 
dan dinyatakan lulus sebanyak 185 orang, sedangkan jumlah mahasiswa PTS di 
Kecamatan Malunda sebanyak 480 dan sebanyak 132 orang telah 
menyelesaikan pendidikan kuliahnya. Dengan demikian, dari hasil identifikasi 
pada tingkat pendidikan tabel 4.9 ini merupakan salah satu peluang atau aset 
yakni aset manusia dalam bidang pengetahuan yang terkait dengan 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda. 
Tabel 4.10 Sebaran Kelompok Umur Yang Terkait Dengan 
      Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
Kelompok Umur 
Penduduk 
Laki-Laki Perempuan Jumlah 
0 – 4 1.158 1.108 2.266 
5 – 9 1.128 1.134 2.262 
 10 – 14 1.034 1.077 2.111 
 15 – 19 862 813 1.675 
 20 – 24 736 737 1.473 
 25 – 29 788 875 1.663 
 30 – 34 681 787 1.468 
 35 – 39 661 657 1.318 
 40 – 44 547 537 1.084 
 45 – 49 413 404 817 
 50 – 54 293 292 585 
 55 – 59 253 256 509 
 60 – 64 144 154 298 
 65 – 69 109 137 246 
 70 – 74 91 104 195 
 75+ 77 102 179 
Total 8.975 9.174 18.149 
Sumber : Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel 4.10, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014. 
Pada kelompok umur 0 – 4 tahun memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 
2266 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1158 orang  dan 
penduduk perempuan sebanyak 1108 orang, dan jumlah penduduk terendah 
pada kelompok umur 75 tahun keatas sebanyak 179 orang, dengan jumlah 
penduduk laki-laki sebanyak 77 orang dan jumlah penduduk perempuan 
sebanyak 102 orang. 
     Tabel 4.11 Sebaran Jumlah Petani Yang Terkait Dengan Pengembangan  
Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
Kecamatan Petani Jumlah Penduduk (Jiwa) Persentase (%) 
Malunda 3.732 18.149 100 
Sumber : Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.11, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
jumlah petani di Kecamatan Malunda sebesar 6526 jiwa dari total penduduk 
sebesar 19962 jiwa dengan persentase sebesar 32,6 %. Hal ini dapat menjadi 
peluang untuk mengembangkan aset manusia dalam kemampuan untuk bekerja 
di Kecamatan Malunda dalam rangka pengembangan kawasan agropolitan di 





          Tabel 4.12 Sebaran Jumlah Usaha Yang Terkait Dengan 
          Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014 





Sumber : Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.12, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
jumlah pengusaha kecil pada sektor perdagangan sebanyak 43 dan industri 
pertanian sebanyak 3 yang terkait dengan pengembangan kawasan agropolitan. 
Ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan aset manusia dalam bidang 
keterampilan baik pada sektor industri pertanian maupun perdagangan untuk 
meningkatkan perekomonian masyarakat di Kecamatan Malunda untuk 
pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut. 
b. Aset Finansial 
Aset finansial yang dimaksud dalam penelitian ini, terkait dengan 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda ialah sumber-
sumber keuangan (lembaga keuangan) yang digunakan oleh masyarakat untuk 





     Tabel 4.13 Sebaran Jumlah Lembaga Keuangan Yang Terkait Dengan     
Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
Kelurahan Lembaga Keuangan Jumlah 
Malunda Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1 
Sumber : Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.13, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
terdapat 1 bank di Kecamatan Malunda, yakni BRI yang berada di Kelurahan 
Malunda. Hal ini dapat menjadi peluang untuk mengembangkan aset manusia 
dalam kemampuan untuk bekerja di Kecamatan Malunda dalam rangka 
pengembangan kawasan agropolitan di wilayah tersebut, melihat adanya 1 
lembaga keuangan. 
2. Organisasi  
a. Aset Sosial 
Organisasi yang dimaksud yakni mengenai aset sosial yang ada pada 
wilayah Kecamatan Malunda. Aset sosial yang dimaksud dalam penelitian ini 
ialah sumber daya sosial untuk dapat meningkatkan sumber penghidupan 






Tabel 4.14 Sebaran Kelompok Tani dan Petani Menurut Desa/Kelurahan Yang 
Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  






Taruna Tani Wanita 
1 Desa Bambangan 15 372 1 25 
2 Desa Kayu Angin 10 241 1 25 
3 Desa Lombang 15 356 2 - 
4 Desa Lombang Timur 15 344 - - 
5 Desa Lombong 6 158 - - 
6 Desa Lombong Timur 7 184 - - 
7 Desa Maliaya 12 284 - 40 
8 Desa Mekkatta 15 385 - - 
9 Desa Mekkatta Selatan 8 204 - - 




9 190 1 25 
12 Kelurahan Malunda 11 269 2 50 
Jumlah 147 3567 7 165 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.14, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
Desa Salutahongan memiliki kelompok tani dewasa/taruna tani tertinggi yaitu 
24 dengan jumlah petani terbanyak yaitu 580. Sedangkan, Kelurahan Malunda 
memiliki kelompok tani wanita sebanyak 2 dengan jumlah angota terbanyak 
yaitu 50. Hal ini merupakan sebuah peluang atau potensi dan aset sosial yang 
dimiliki Kecamatan Malunda dalam rangka pengembangan kawasan 
agropolitan di wilayah tersebut. 
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Tabel 4.15 Sebaran Usaha KUD dan Non KUD Serta Jumlah Anggota 
Menurut Desa/Kelurahan Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan 
Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2013 
No Desa/Kelurahan 







1 Desa Bambangan - - - - 
2 Desa Kayu Angin - - - - 
3 Desa Lombang - - - - 
4 Desa Lombang Timur - - - - 
5 Desa Lombong 1 510 1 95 
6 Desa Lombong Timur - - - - 
7 Desa Maliaya - - 1 70 
8 Desa Mekkatta - - 1 24 
9 Desa Mekkatta Selatan - - - - 




1 386 - - 
12 Kelurahan Malunda - - 5 390 
Jumlah 2 896 8 579 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.15, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 di 
Desa Lombong terdapat KUD Ber BH dengan jumlah anggota 510, serta 
memiliki non KUD Tidak Ber BH dengan jumlah anggota sebanyak 95, dan 
Kelurahan Lamungan batu dengan jumlah anggota 386. Sedangkan, di 
Kelurahan Malunda memiliki 5 non KUD tidak Ber BH dengan jumlah anggota 
sebanyak 390. Banyaknya anggota masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam 




Tabel 4.16 Sebaran Pegawai Pada Instansi/Jawatan Dinas Menurut Jenis 
Kelamin Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
      di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Instansi/Jawatan Dinas 
Laki-Laki Perempuan 
Jumlah 
Tetap Tidak Tetap Tetap Tidak Tetap 
1 Kantor Camat 16 20 3 21 60 
2 Cabang Dinas P & K 5 1 1 2 9 
3 Puskesmas 7 16 18 47 88 
4 Kantor Urusan Agama 5 - 1 - 6 
5 PLN 5 - - - 5 
6 BKKBN - - 2 - 2 




9 4 - 7 20 
9 Kantor Pembantu Pos & Giro 2 1 - - 3 
10 Badan Pusat Statistik 1 - - - 1 
Total 52 42 25 77 196 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.16, maka dapat diketahui bahwa di Kantor Camat 
memiliki pegawai tetap laki-laki terbanyak yakni 16 orang dan terendah di BPS 
sebanyak 1 orang. Kantor Camat juga memiliki pegawai tidak tetap sebanyak 
20 orang dan pegawai tidak tetap laki-laki terendah di Cabang Dinas P & K dan 
Kantor Pembantu Pos & Giro masing-masing 1 orang. Sedangkan, pagwai tetap 
perempuan terbesar di Puskesmas sebanyak 18 orang dan terendah sebanyak 1 
orang di Cabang Dinas P & K dan Kantor Urusan Agama. Dan, pegawai tidak 
tetap sebanyak 47 orang di Puskesmas dan terendah sebanyak 2 orang di 
Cabang Dinas P & K. Jumlah total Pegawai Tertinggi sebanyak 88 orang 
berada Puskesmas. Banyaknya jumlah pegawai yang berada dalam naungan 
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instansi pemerintahan setempat juga merupakan aset sosial yang ada 
Kecamatan Malunda. 
3. Fasilitas 
a. Aset Fisik 
Aset fisik dalam penelitian ini salah satunya infrastruktur dasar  (air, 
energi listirik, pasar, fasilitas ibadah, dan lain-lain) yang memampukan 
masyarakat untuk menigkatkan sumber penghidupannya. 
Tabel 4.17 Sebaran Jumlah Pelanggan Pada PDAM Majene Menurut 
Desa/Kelurahan Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
      di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Desa/Kelurahan 2014 
1 Desa Bambangan - 
2 Desa Kayu Angin 4 
3 Desa Lombang - 
4 Desa Lombang Timur - 
5 Desa Lombong - 
6 Desa Lombong Timur - 
7 Desa Maliaya - 
8 Desa Mekkatta - 
9 Desa Mekkatta Selatan - 
10 Desa Salutahongan - 
11 Kelurahan Lamungan Batu 63 
12 Kelurahan Malunda 48 
Jumlah 115 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel 4.17, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
Desa Kayu Angin memiliki 4 pelanggan pada PDAM Majene. Sedangkan, 
Kelurahan Lamungan Batu dan Kelurahan Malunda memiliki 63 dan 48 
pelanggan pada PDAM Majene. 
Tabel 4.18 Sebaran Jumlah Langganan Pascabayar Listrik Menurut 
Desa/Kelurahan Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  




1 Desa Bambangan - 
2 Desa Kayu Angin 52 
3 Desa Lombang - 
4 Desa Lombang Timur - 
5 Desa Lombong 225 
6 Desa Lombong Timur 150 
7 Desa Maliaya 196 
8 Desa Mekkatta 162 
9 Desa Mekkatta Selatan 73 
10 Desa Salutahongan - 
11 Kelurahan Lamungan Batu 242 
12 Kelurahan Malunda 376 
Jumlah 1476 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.18, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
Kelurahan Malunda memiliki langganan pascabayar listrik tertinggi sebesar 
376, Kelurahan Lamungan Batu sebesar 242, dan Desa Lombong sebesar 225. 
Sedangkan, Desa Mekkatta Selatan yang paling rendah yakni sebesar 73. 
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Tabel 4.19 Sebaran Jumlah Pasar Umum Menurut Desa/Kelurahan Yang 
Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan di  




1 Desa Bambangan 1 
2 Desa Kayu Angin - 
3 Desa Lombang - 
4 Desa Lombang Timur - 
5 Desa Lombong 1 
6 Desa Lombong Timur - 
7 Desa Maliaya 1 
8 Desa Mekkatta 1 
9 Desa Mekkatta Selatan - 
10 Desa Salutahongan - 
11 Kelurahan Lamungan Batu 1 
12 Kelurahan Malunda - 
Jumlah 5 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.19, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
Kecamatan Malunda memiliki masing-masing 1 pasar di Desa Bambangan, 
Desa Lombong, Desa Maliaya, Desa Mekkatta, dan Kelurahan Lamungan Bat 
dengan total jumlah pasar sebanyak 5 pasar umum. Pasar umum yang tersebar 
di 5 desa di Kecamatan Malunda merupakan suatu aset fisik serta fasilitas yang 
dapat digunakan masyarakat untuk menjual hasil-hasil produksi (sumber daya 
alam) yang ada di Kecamatan Malunda sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan dan perekonomian masyarakat khususnya para petani di Malunda. 
93 
 
Tabel 4.20 Sebaran Tempat Ibadah Menurut Desa/Kelurahan Yang Terkait 
Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
      di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Desa/Kelurahan Mesjid 
Langgar/ 
Mushollah 
1 Desa Bambangan 5 - 
2 Desa Kayu Angin 3 - 
3 Desa Lombang 3 - 
4 Desa Lombang Timur 5 - 
5 Desa Lombong 3 1 
6 Desa Lombong Timur 2 1 
7 Desa Maliaya 4 - 
8 Desa Mekkatta 4 3 
9 Desa Mekkatta Selatan 3 1 
10 Desa Salutahongan 4 - 
11 Kelurahan Lamungan Batu 3 1 
12 Kelurahan Malunda 2 1 
Jumlah 41 8 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.20, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
berdasarkan Desa/Kelurahan yang memiliki tempat ibadah mesjid terbanyak 
yaitu Desa Bambangan dengan jumlah mesjid sebanyak 5, dan Kelurahan 
Malunda memiliki tempat ibadah mesjid terendah yaitu sebanyak 2 mesjid. 
Sedangkan, Kelurahan Malunda, Kelurahan Lamungan Batu, Desa Lombong, 
Desa Lombong Timur, dan Desa Mekkatta Selatan memiliki masing-masing 1 
langgar/mushollah. Dan, Desa Mekkatta memiliki langgar/mushollah terbanyak 
yaitu sebesar 3 langgar/mushollah. 
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Tabel 4.21 Sebaran Jumlah Hotel dan Rumah Makan/Warung  
Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
Kecamatan Jumlah Hotel 
Rumah Makan/ 
Warung 
Malunda 3 8 
Sumber :Kabupaten Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.21, maka dapat diketahui bahwa pada tahun 2014 
Kecamatan Malunda memiliki 3 hotel and rumah makan/warung sebanyak 8. 
Meskipun, jumlah tersebut masih belum terlalu tinggi, tetapi ini merupakan 
suatu aset yang harus dipertahankan dan dikembangkan dalam rangka 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda. 
Tabel 4.22 Sebaran Jumlah Sekolah Dasar Menurut Desa/Kelurahan Yang Terkait 
Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Desa/Kelurahan Sekolah 
1 Desa Bambangan 3 
2 Desa Kayu Angin 2 
3 Desa Lombang 2 
4 Desa Lombang Timur 1 
5 Desa Lombong 1 
6 Desa Lombong Timur 1 
7 Desa Maliaya 2 
8 Desa Mekkatta 2 
9 Desa Mekkatta Selatan 1 
10 Desa Salutahongan 1 
11 Kelurahan Lamungan Batu 2 
12 Kelurahan Malunda 2 
Jumlah 20 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
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Berdasarkan tabel 4.22, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Malunda yaitu Desa Bambangan memiliki 3 sekolah dasar dan jumlah yang 
paling tinggi di Kecamatan tinggi. Sedangkan, di Desa Kayu Angin, Lombang, 
Maliaya, Mekkatta, Kelurahan Lamungan Batu, dan Keluruhan Malunda 
masing-masing memiliki 2 sekolah dasar negeri. Dan,  Desa Lombang Timur, 
Lombong, Lombong Timur, Mekkatta Selatan, dan Salutahongan memiliki 1 
sekolah di masing-masing desa/kelurahan tersebut. Banyaknya sekolah dasar 
yang tersebar sebagai fasilitas yang sudah ada merupakan aset, juga 
berkontribusi besar dalam pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan 
Malunda. Mengingat, sumber daya alam yang sudah menjadi aset dapat lebih di 
kembangkan, jika sumber daya manusia juga dapat terpenuhi secara merata dan 












Tabel 4.23 Sebaran Jumlah Sekolah Menengah Pertama Menurut 
Desa/Kelurahan Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Desa/Kelurahan Sekolah 
1 Desa Bambangan 1 
2 Desa Kayu Angin - 
3 Desa Lombang 1 
4 Desa Lombang Timur - 
5 Desa Lombong - 
6 Desa Lombong Timur - 
7 Desa Maliaya 1 
8 Desa Mekkatta - 
9 Desa Mekkatta Selatan - 
10 Desa Salutahongan - 
11 Kelurahan Lamungan Batu 1 
12 Kelurahan Malunda - 
Jumlah 4 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.23, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Malunda yaitu Desa Bambangan, Lombang, Maliaya, dan Kelurahan Lamungan 
Batu memiliki 1 sekolah lanjutan tingkat pertama di masing-masing 
desa/kelurahannya. Fasilitas sekolah ini yang berperan sebagai aset yang 
merupakan modal awal atau peluang yang dapat mengembangkan kawasan 






Tabel 4.24 Sebaran Jumlah Sekolah Menengah Atas Menurut Desa/Kelurahan 
Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Desa/Kelurahan Sekolah 
1 Desa Bambangan - 
2 Desa Kayu Angin - 
3 Desa Lombang - 
4 Desa Lombang Timur - 
5 Desa Lombong - 
6 Desa Lombong Timur - 
7 Desa Maliaya - 
8 Desa Mekkatta - 
9 Desa Mekkatta Selatan - 
10 Desa Salutahongan - 
11 Kelurahan Lamungan Batu 1 
12 Kelurahan Malunda - 
Jumlah 1 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.24, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan 









Tabel 4.25 Sebaran Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan Menurut 
Desa/Kelurahan Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan di 
Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Desa/Kelurahan Sekolah 
1 Desa Bambangan - 
2 Desa Kayu Angin - 
3 Desa Lombang - 
4 Desa Lombang Timur - 
5 Desa Lombong - 
6 Desa Lombong Timur - 
7 Desa Maliaya - 
8 Desa Mekkatta 1 
9 Desa Mekkatta Selatan - 
10 Desa Salutahongan - 
11 Kelurahan Lamungan Batu - 
12 Kelurahan Malunda 1 
Jumlah 2 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.25, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Malunda memiliki 2 sekolah (SMKN) yang berada di Desa Mekkatta dan 
Kelurahan Malunda. Hal ini merupakan aset awal dalam pengembangan 






b. Aset Natural 
Aset natural dalam penelitian ini yakni persediaan sumber-sumber alam 
(seperti tanah, air, dan lain-lain)¸ sumber-sumber yang berasal dari lingkungan 
dan dapat digunakan dalam sumber penghidupan masyarakat, salah satunya 
ialal sektor pertanian. 
Tabel 4.26 Nama-nama Sungai Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan 
Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014  
Kecamatan Nama Sungai 
Malunda 
Sungai Malunda,  Asa-Asaang, Tamalere, Meletung, Ipo, Maliaya, 
Reruang, Lombang, 
Lemo, Kalangae, Serepo, Samalio, Ratte Punaga, Dopi. 
Sumber :Kabupatem Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.26, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Malunda memiliki sungai-sungai yang mengalir di wilayah administrasi sungai-
sungai tersebut bernama Sungai Malunda,  Asa-Asaang, Tamalere, Meletung, 
Ipo, Maliaya, Reruang, Lombang, Lemo, Kalangae, Serepo, Samalio, Ratte 
Punaga, Dopi. Air yang mengalir disungai tersebut membantu para petani atau 
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat baik dalam sektor 
pertanian (pengairan) maupun pengkonsumsiaannya serta aset ini dapat 




Tabel 4.27 Luas Kawasan Hutan Yang Terkait Dengan Pengembangan 
Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014  
Kecamatan 
Hutan Hutan Produksi Total/Luas 
Lindung (Ha) Terbatas (Ha) 
Kawasan Hutan 
(Ha) 
Malunda 11497,37 4286,06 15783,37 
Sumber :Kabupatem Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.27, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Malunda dari kawasan hutan seluas 15783,37 ha yang dimiliki terdiri atas 
11497,37 ha hutan linduung dan 4286,06 ha hutan produksi. Luas kawasan 
hutan sebagai aset yang dimiliki mengisyaratkan bahwa Kecamatan Malunda 
sangat potensial dan prospektif untuk pengelolaan dan pemanfaatan kawasan 
hutan secara lestari. 
Tabel 4.28 Jumlah Objek/Daya Tarik Wisata Yang Terkait Dengan 
Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014  
Kecamatan Wisata Alam  Wisata Bahari Wisata Budaya Jumlah 
Malunda 4 1 9 14 
Sumber :Kabupatem Majene Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.28, maka dapat diketahui bahwa di Kecamatan 
Malunda memiliki 14 Objek/Daya Tarik Wisata yang terkait dengan 
pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda. Wisata Alam 
sebanyak 4, 1 wisata bahari, dan 9 wisata budaya.   
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Tabel 4.29 Luas Panen dan Produksi Komoditi Tanaman Bahan Makanan Utama 
Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Komoditi 
2013 2014 
Panen (Ha) Produksi (Ton) Panen (Ha) Produksi (Ton) 
1 Padi Sawah 780 4056 936 5241,6 
2 Padi Ladang 290 1022 260 728 
3 Jagung 67 161 49 161,7 
4 Ubi Kayu 68 129,2 64 384 
5 Ubi Jalar 33 56,1 32 128 
6 Kacang Tanah 19 28,5 26 28 
7 Kacang Hijau 13 14,3 19 38 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.29, maka dapat diketahui bahwa sektor pertanian 
merupakan sektor yang berperan penting dalam roda perekonomian di 
Kecamatan Malunda. produksi padi sawah tahun 2014 adalah sebesar 5.241,6 
ton dengan produktivitas 5,6 ton/Ha. Angka ini mengalami peningkatan sekitar 
22,62 persen jika dibandingkan dengan produksi tahun 2013 yang sebesar 
4.056 ton. Dan, Kecamatan Malunda merupakan salah satu kecamatan yang 







Tabel 4.30 Luas Panen dan Produksi Sayur-Sayuran Yang Terkait Dengan 















20 44 29 5,6 




8 2 - - 
5 Kangkung 28 7,28 31 8,1 




- - 28 7,7 
8 Terong 23 5,06 14 3,8 
9 Mangga - - 20 180 
10 Nangka - - 8,3 691,6 
11 Nanas - - 2 26 
12 Pepaya - - 2 23,5 
13 Jambu Air - - 1 2,7 
14 Pisang - - 60 271 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.30, maka dapat diketahui produksi cabe rawit tahun 
2014 adalah sebesar 9,2 ton dengan produktivitas 0,32 ton/ha. Dan, produksi 





Tabel 4.31 Luas Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan                                                   
Yang Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda 
Tahun 2014 
No Komoditi 
Luas Areal (Ha) Produksi Produktifitas Petani 
TBM TM TT/TR (Ton) (Kg/Ha) (KK) 
1 Kelapa Dalam 131 2197 258 2735 1244,88 2470 
2 Kelapa Hybrida - 291 91 370 1271,48 330 
3 Kopi Robusta - 22 5 19 863,64 74 
4 Kopi Arabika 2 - - - - 6 
5 Cengkeh 1,5 9 - 4 444,44 55 
6 Kakao 525 3034 673 3010 992,09 4173 
7 Jambu Mete - - - - - - 
8 Lada 0,5 0,5 - 0,3 600 6 
9 Pala 1 2 1 0,28 140 4 
10 Kemiri 54 751 302 1107 1611,19 524 
11 Kapuk 0,5 4 5 0,5 125 50 
12 Vanili - - 10 - - 133 
13 Aren 2 5 15 1,75 350 95 
14 Sagu - 12,5 5 1,5 120 56 
15 Jarak Pagar - - - - - - 
16 Nilam - 1 - 1 1000 4 
Jumlah 717,5 6329 1365 7353,33 8752,71 7980 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.31, maka dapat diketahui kakao memiliki TBM 
sebesar 525, TM sebesar 3034, TT/TR 673, dengan produksi 3010 ton dengan 
produktivitas sebesar 992,09 kg/ha, dan petani sebesar 4173. Namun, 




         Tabel 4.32 Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenisnya Yang Terkait Dengan 
Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Jenis Ternak 2012 2013 2014 
1 Sapi 2779 3066 3278 
2 Kerbau 14 19 24 
3 Kuda 20 21 26 
4 Kambing 4181 5238 6737 
5 Ayam Ras 825 104670 34415 
6 Itik 1117 1137 1137 
7 Ayam Buras 6864 6941 8581 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.32, maka dapat diketahui populasi ternak sapi di 
Kecamatan Malunda pada tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 6,47 
persen jika dibandingkan dengan populasi ternak sapi pada tahun 2013. 
Populasi ternak sapi pada tahun 2013 adalah sebanyak 3278 ekor sedangkan 
pada tahun 2013 sebanyak 3066 ekor. Dan, populasi ayam ras setiap tahunnya 
mengalami peningkatan yakni pada tahun 2013 serta mengalami penurunan 






         Tabel 4.33 Jumlah Produksi Ikan Laut Menurut Jenisnya Yang Terkait Dengan 
Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Jenis Ikan 2012 2013 2014 
1 Ikan Tuna 34 36,9 31,9 
2 Ikan Cakalang 28 31,3 24,6 
3 Ikan Tongkol 80,4 89,3 90 
4 Ikan Layang 29 32,2 32 
5 Ikan Terbang - - 27,05 
6 Ikan Bambangan Merah 5,2 5,9 5,7 
7 Ikan Campuran 38,1 32,8 60,8 
Jumlah 214,7 228,4 272,05 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.34, maka dapat diketahui di sektor perikanan laut di 
Kecamatan Malunda pada tahun 2014 mengalami peningkatan sekitar 16,04 
persen dibanding tahun 2013. Total Produksi ikan laut di Kecamatan Malunda 
pada tahun 2014 sebesar 272,05 ton sedangkan pada tahun 2013 sebesar 228,4 
ton. Peningkatan yang paling mencolok ada pada jenis campuran yang pada 
tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 28 Ton dibandingkan dari tahun 







Tabel 4.34 Jumlah Produksi Perikanan Darat Menurut Jenisnya Yang 
Terkait Dengan Pengembangan Kawasan Agropolitan  
di Kecamatan Malunda Tahun 2014 
No Jenis Ikan 2012 2013 2014 
1 Bandeng 170,4 175,1 48,52 
2 Udang 41,7 38,7 14 
3 Ikan Lainnya 1,4 1,5 1,8 
Jumlah 21,9 51,8 64,32 
Sumber :Kecamatan Malunda Dalam Angka Tahun 2015 
Berdasarkan tabel 4.34, maka dapat diketahui bahwa produksi ikan 
bandeng mengalami peningkatan pada tahun 2013 sebesar 4,7 ton, sedangkan 
pada tahun 2014 mengalami penurunan. Dan, produksi udang setiap tahunnya 
mengalami penurunan yang cukup besar berbanding terbalik dengan produksi 
ikan lainnya yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Dari hasil identifikasi wilayah penelitian di Kecamatan Malunda, maka 
dapat disimpulkan bahwa aset yang dimiliki wilayah setempat berkaitan 
dengan pengembangan kawasan agropolitan seperti pasar yang menjadi tempat 
untuk menjual hasil-hasil pertanian; lembaga keuangan; kelembagaan petani 
(kelompok, koperasi, asosiasi) yang dinamis dan terbuka pada inovasi baru; 
memiliki prasarana dan sarana umum yang memadai, seperti transportasi 
jaringan  listrik, telekomunikasi, air bersih dan lain-lain; memiliki prasarana 
dan sarana kesejahteraan sosial/masyarakat yang memadai seperti kesehatan, 
pendidikan, kesehatan, sekolah, swalayan dan lain-lain. Aset yang dimiliki 
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Kecamatan Malunda hampir memadai dan hampir merata di setiap 
desa/kelurahan atau dengan kata lain belum cukup memadai, karena belum ada 
pengembangan yang berkelanjutan dan merata di setiap desa/kelurahan pada 
wilayah penelitian. 
D. Analisis SWOT 
Berdasarkan uraian hasil identifikasi aset-aset yang sudah dimiliki 
Kecamatan Malunda dengan data-data dari BPS Kabupaten Majene. Ketiga 
faktor tersebut dapat dianalisis menggunakan SWOT, yaitu identifikasi 
kekuatan (strength), kelemahan (weakness) sebagai kondisi yang dipengaruhi 
oleh faktor internal, serta peluang (opportunity) dan ancaman (threat) sebagai 
kondisi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Hasil analisis 
SWOT kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene 
adalah sebagai berikut : 
1. Analisis Lingkungan Internal 
Secara umum kawasan agropolitan memiliki kekuatan yang akan 
lajunya pengembangan kawasan dan sekaligus memiliki kelemahan yang 
dapat menghambat percepatan pengembangannya atau rencana pembangunan 
yang sudah disusun. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan sejak dini, 
diharapkan seluruh unsur terkait mampu mengantisipasi dan mengubah 




Secara sistematis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kawasan 
agropolitan Kecamatan Malunda adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.35 Analisis SWOT Lingkungan Internal (Strength dan 
Weakness) Kawasan Agropolitan di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene 
 P O S I T I F N E G A T I F 











1) Memiliki sumberdaya 
manusia (aset manusia) 
yang cukup besar secara 
potensial dan 
distribusinya yang relatif 
merata; 
2) Memiliki kelembagaan 
petani (aset sosial), 
peternak maupun nelayan 
yang tersebar pada setiap 
desa/kelurahan; 
3) Tersedianya potensi 
sumberdaya lahan yang 
cukup sesuai untuk 




utamanya dalam usaha 
agribisnis; 














dan usaha agribisnis (aset 
natural); 
4) Memiliki fasilitas atau 
infrastuktur dasar yang 
sudah cukup merata (aset 
fisik); 
5) Adanya lembaga 
keuangan sebagai (aset 
finansial) untuk 
mendukung petani dan 
pengembangan kawasan 








4) Kualitas sarana dan 
prasarana masih 
tergolong rendah dan 
belum memadai; 
5) Akses petani terhadap 
lembaga keuangan 




Sumber : Hasil Analisis Tahun 2016 
2. Analisis Lingkungan Eksternal 
Pada sisi yang lain percepatan pengembangan kawasan agropolitan 
akan terjadi jika seluruh unsur terkait dapat memanfaatkan semua peluang 
(Opportunity) yang ada dan mengatasi semua tantangan (Threat) yang dapat 
menghambat dan melemahkan semangat pengembangan kawasan menuju 
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kemandirian. Secara sistematis peluang dan tantangan yang perlu diatasi 
dalam pengembangan kawasan agropolitan pada umumnya adalah sebagai 
berikut : 
Tabel 4.36 Analisis SWOT Lingkungan Eksternal (Opportunity dan 












P E L U A N G A N C A M A N 
1) Adanya peningkatan 
kualitas sumberdaya 








dalam hal ini petani dan 
peternak; 
3) Adanya pengembangan 
dalam bidang teknologi 
yang akan meningkatkan 






kalangan petani dan 
peternak; 
3) Meningkatnya alih-
fungsi lahan di 
Kecamatan Malunda;  












fasilitas atau infrastruktur 
dasar dalam rangka 
persaingan; 
5) Adanya kesempatan 
untuk bekerjasama 
dengan pihak swasta yang 











Sumber : Hasil Analisis Tahun 2016 
Setelah melakukan pendataaan dan mendeteksi potensi/analisis 
lingkungan internal dan eksternal. Berikutnya adalah membuat matriks 
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SWOT dari hasil analisis SWOT kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda 
Kabupaten Majene diatas : 
Tabel 4.37 Matriks SWOT Kawasan Agropolitan  
di Kecamatan Malunda Kabupaten Majene 
  
























           EKSTERNAL 
Strength (Kekuatan) Weakness (Kelemahan) 
1 
Memiliki sumberdaya 
manusia (aset manusia) 













petani (aset sosial), 
peternak maupun 












sumberdaya lahan yang 
cukup sesuai untuk 
pengembangan kawasan 







kawasan agropolitan di 
Kecamatan Malunda. 
4 
Memiliki fasilitas atau 
infrastuktur dasar yang 
sudah cukup merata 
(aset fisik). 
4 
Kualitas sarana dan 
prasarana masih 




keuangan sebagai (aset 
finansial) untuk 
mendukung petani dan 
pengembangan kawasan 







Akses petani terhadap 
lembaga keuangan 








(Ada peluang besar dari 
eksternal dan ada 
kekuatan dari dalam) 
Strategi OW 
(Ada peluang besar dari 










O2 – S2 
Pemberdayaan sumber 
daya manusia dan kultur 
juga kewirausahaan 


















O3 – S1 
Penerapan manajemen 
usaha tani, mekanisasi 







revitalisasi lahan kritis 
dan insentif 
pemanfaatan lahan di 
Kecamatan Malunda 
Kabupaten Majene. 3 
Adanya pengembangan 
dalam bidang teknologi 
yang akan 
meningkatkan efisisensi 
dan produktivitas lahan. 
4 










O5 – S5 
Pembukaan akses pasar 
dan mengembangkan 
kemitraan khususnya 










dengan pihak swasta 
yang memberi akses 
dalam hal permodalan 
untuk pengembangan 
usaha/pengembangan 




Threat (Ancaman)  
Strategi TS 
(Ada ancaman dari 
luar, namun dari 
internal terdapat 
kekuatan) 
        Strategi TW 
     (Ada ancaman       
dari  luar disisi lain 
   secara internal   
masih sangat lemah) 




























kemiskinan di kalangan 






kelompok tani dan 

























kerjasama investasi baik 


















peluang dalam menarik 
investor. 





Berdasarkan hasil identifikasi aset-aset yang ada di Kecamatan 
Malunda dan dari hasil analisis matriks SWOT dalam penelitian ini yaitu 
mengenai Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi di 
Kecamatan Malunda Kabupaten Majene Dengan Pendekatan Asset Based 
Community Developmemt, diperoleh model penerapan sebagai berikut : 
1. Model Penerapan Asset Based Community Development Dalam 
Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi Di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene 
Berdasarkan teori-teori dan hasil analisis diatas, maka model 
penerapan Asset Based Community Development Dalam Pengembangan 
Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi Di Kecamatan Malunda 
Kabupaten Majene dapat dijalankan dengan 5 langkah-langkah sebagai 
berikut : 
a. Discovery (Menemukan) 
Menemukan kembali kekuatan-kekuatan (asset-aset) yang ada di 
dalam masyarakat yang selama ini tersimpan atau tidak disadari 
keberadaannya, menemukan kekuatan yang ada di dalam masyarakat bisa 
dilakukan dengan saling berbagi cerita, baik cerita yang menyenangkan, 
yang membanggakan, cerita keberhasilan maupun cerita tentang hal-hal 
yang pernah dilakukan. Cerita yang bisa membuat setiap orang saling 
menghargai satu sama lain dan menghargai beragam kekuatan (asset-aset) 
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yang mereka miliki sebagai suatu komunitas. Cara ini akan membawa 
masyarakat pada pola-hubungan dan interaksi yang baru yaitu hubungan 
yang saling menghargai kekuatan dan saling berbagi.  
Yang dimasksud Discovery dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 
1) Penyadaran, fakta yang terjadi dilapangan bahwa masih banyak warga 
atau sebagian besar masyarakat diwilayah penelitian, yang belum 
mengetahui bahwa Kecamatan Malunda merupakan salah satu 
Kecamatan yang menurut Perda No. 12 Tahun 2012 tentang Rencana 
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Majene Tahun 2012-2032 sebagai 
Kawasan Agropolitan, padahal sebagian masyarakatnya berprofesi 
sebagai petani dan memiliki aset atau potensi yang sudah ada dan dapat 
dikembangkan, tetapi masyarakatnya belum menyadari tentang hal 
tersebut, penyadaran tesebut tentu menjadi poin penting untuk 
mengarahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan 
kawasan agropolitan diwilayahnya yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik 
keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun 
kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-
budaya, ekonomi dan politik. Termasuk didalamnya kegiatan penyuluhan 
dan FGD (Focus Group Discussion) yang membahas suatu masalah 
tertentu bersifat kualitatif dan dinamis, karena sifatnya tidak pasti, berupa 
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eksplorasi atau pendalaman terhadap suatu masalah dan tidak dapat 
digeneralisasi. 
2) Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di 
lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat lokal. 
3) Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang 
kaitannya dengan: sumberdaya (alam, manusia, sarana-prasarana, 
kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-
budaya dan politis. 
b. Dream (Mimpi) 
Mengajak masyarakat membayangkan mimpinya, membayangkan apa 
yang diinginkan. Mimpi tersebut bisa diterjemahkan dalam bentuk 
visual/gambar. Yang dimasksud Dream dalam penelitian ini ialah sebagai 
berikut : 
1) Menumbuhkan keinginan atau dengan kata lain “mimpi” pada diri 
masyarakat untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal 
perlunya partisipasi masyarakat pengembangan kawasan agropolitan di 
Kecamatan Malunda. 
2) Setiap masyarakat pasti memiliki mimpi atau keinginan untuk 
mengembangkan dirinya secara individu maupun secara 
berkelompok/komunitas sama halnya yang terjadi di Kecamatan 
Malunda, sebagian besar masyarakatnya mempunyai keinginan atau 
mimpi untuk mengembangkan aset yang dimiliki. Karena, hal tersebut 
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dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya. 
Hal yang dapat dilakukan ialah menumbuhkan kemauan dan keberanian 
untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-
hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan 
mengikuti Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partisipasi 
Masyarakat demi terwujudnya perubahan perbaikan yang diharapkam di 
Kecamatan Malunda. 
3) Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian 
dalam kegiatan Pengembangan Berbasis Partisipasi yang dapat 
memberikan manfaat atau perbaikan keadaan. 
4) Meningkatkan peran dan kesetiaan pada kegiatan Pengembangan 
Berbasis Partisipasi, yang dittunjukkan dengan motivasi-motivasi untuk 
pengembangan wilayah kawasan agropolitan.  
c. Design (Merancang/Merencanakan) 
Dalam langkah ini perlu merinci unsur-unsur apa saja yang harus ada, 
agar kita bisa mewujudkan mimpi tersebut. Yang dimasksud Design dalam 
penelitian ini ialah sebagai berikut : 
1) Masyarakat bersama-sama mengidentifikasi dan mengkaji potensi apa 
saja yang ada di Kecamatan Malunda atau aset-aset apa saja yang dapat 
dikembangkan di wilayah tersebut, serta masyarakat bersama-sama 
mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayahnya baik 
(sosial, ekonomi, budaya, politik, dan lain-lain), dan juga mendiskusikan 
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tentang peluang-peluang yang bisa didapatkan. Kegiatan ini 
dimaksudkan agar masyarakat Kecamatan Malunda selain dapat 
mengembangkan kawasannya, agar masyarakat juga mampu dan percaya 
diri dalam mengidentifikasi serta menganalisa keadaanya, baik potensi 
maupun permasalahan yang ada di wilayahnya. Dan, dapat memperoleh 
gambaran mengenai aspek sosial, ekonomi dan kelembagaan. 
2) Menyusun rencana kegiatan kelompok berdasarkan hasil kajian dan 
identifikasi sebelumnya meliputi: memprioritaskan dan menganalisa 
masalah-masalah yang ada, identifikasi pemecahan masalah, identifikasi 
sumberdaya (alam, manusia, saran-prasarana, kelembagaan, budaya, dan 
aksesibilitas) yang tersedia, pengorganisasian pelaksanaannya, dan 
memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus secara 
partisipatif agar prosesnya berjalan dengan tujuannya. 
d. Define (Menentukan) 
Ketika masyarakat sudah menemukan mimpi mereka, 
menterjemahkannya, serta merancang secara bersama, maka inilah saatnya 
masyarakat menggalang kekuatan yang mereka temukan di awal dan 
menentukan bagaimana menggunakan kekuatan-kekuatan tersebut untuk 
mewujudkan mimpi mereka. Dengan menyadari kekuatan yang mereka 
miliki, masyarakat bisa menentukan berbagai langkah baru yang belum 
pernah mereka lakukan sebelumnya. 
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1) Melakukan pengujian dan demonstrasi, kegiatan uji coba dan 
demonstrasi sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok 
(secara teknis, ekonomis, sosial, budaya, dan politik/kebijakan) dengan 
kondisi masyarakatnya. Disamping itu, uji coba diperlukan untuk 
memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling 
“bemanfaat” dengan risiko terkecil. 
e. Destiny (Takdir) 
Suatu langkah dimana masyarakat memastikan bahwa apa yang telah 
mereka rencanakan, benar-benar dilaksanakan, jika masyarakat benar-benar 
melaksanakan rencana mereka. Maka, mimpi yang mereka inginkan akan 
dapat terwujud. Jika, masyarakat sudah menemukan kekuatan dan 
membicarakan dalam pola relasi yang baru. Maka, sebenarnya mereka 
sedang mengatasi tantangan yang ada dan berada dalam jalur yang benar 
untuk mewujudkan mimpi-mimpi mereka. Yang dimasksud Destiny dalam 
penelitian ini ialah sebagai berikut : 
1) Dalam pelaksanaan Pengembangan Berbasis Partisipasi jika dilakukan 
dengan proses yang baik, maka itu berbanding lurus dengan pemberian 
kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (grassroots) untuk bersuara 
dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (voice and choice) kaitannya 
dengan: aksesibilitas informasi, keterlibatan dalam pemenuhan 
kebutuhan serta partisipasi dalam keseluruhan proses akuntabilitas 
publick, dan penguatan kapasitas lokal.  
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2) Secara langsung maupun tidak langsung kesejahteraan dan kualitas hidup 
masyarakat di Kecamatan Malunda dapat ikut mengalami perkembangan, 
meskipun tidak serta-merta dapat terlihat dengan waktu yang singkat.  
Berdasarkan ke-5 langkah-langkah diatas, maka dapat disimpulkan 
bahwa jika masyarakat sudah menjalankan ke 5 hal diatas dan terus-menerus 
mengikuti prosesnya dan lebih memfokuskan pada kegiatan untuk berproses 
dibandingkan hasil yang akan didapatkan dari ke 5 hal diatas, maka sangat 
besar peluang masyarakat di Kecamatan Malunda untuk dapat lebih 
mengembangkan diri secara individu maupun kelompok/komunitas dan aset-
aset yang sudah tersedia bisa ikut berkembang dan berdampak positif pada 
perekonomian masyarakatnya. 
F. Kandungan Ayat Al-Qur’an Yang Terkait Dengan Partisipasi Masyarakat 
Al-Qur‟an adalah petunjuk bagi umat Islam yang menerangkan segala 
sesuatu yang ada dalam semesta ini. Kandungan ayat di bawah ini mencoba 
untuk menghubungkan tentang keterkaitan kandungan ayat Al-Qur‟an 









“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya 
Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: 
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan 
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa 
bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: 
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS. Al-Baqarah). 
Ayat pada Q.S Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan bahwa partisipasi 
masyarakat sebagai sebuah „planning/proyek/rencana„ yang dibuat oleh Allah 
SWT. Dan, setelah terciptanya sebuah „planning/proyek/rencana‟ sang Khalik 
tidak mengambil keputusan sendiri Dia (Tuhan) mencontohkan kepada 
manusia untuk selalu „discussing/musyawarah‟, Allah SWT juga 
memberitahukan kepada manusia siapakah yang harusnya diajak untuk 
„discussing/musyawarah‟ dengan makna tersirat yang bisa kita dapatkan dari 
sifat makhluk yang diajak „discussing/musyawarah‟ oleh Tuhan yaitu 
malaikat. Bahwasannya malaikat itu memiliki sifat suci, bersih, jujur dan 
segala kebaikan merupakan sifat dari malaikat sendiri.Jadi, sebagai manusia 
sudah seharusnya untuk bermusyawarah dengan orang-orangyang benar. 
Seorang atau sekelompok partisipasi diajarkan oleh Al-qur‟an pada ayat ini 








Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan 
sehubungan dengan permasalahan penelitian yang diajukan sebagai berikut : 
1. Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat 3 (tiga) faktor atau variabel 
penelitian di Kecamatan Malunda yaitu warga/masyarakat, organisasi, 
fasilitas yang merupakan bagian dari aset-aset sebagai berikut aset 
manusia, aset fisik, aset sosial, aset finansial, dan aset natural. 
2. Model Penerapan ABCD (Asset Bassed Community Development) dalam 
Pengembangan Kawasan Agropolitan Berbasis Partispasi Di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene yang dapat memaksimalkan potensi pertanian 
(sumber daya alam) di wilayah setempat,  meningkatkan serta membangun 
sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan agropolitan, 
dapat meningkatkan sosial-ekonomi masyarakat, dan dapat 
mengembangkan kemandirian masyarakatnya. Dapat diterapkan dalam 5 









Berdasarkan kesimpulan diatas, sebagai tindak lanjut dari hasil 
penelitian terdapat beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut : 
1. Kepada seluruh masyarakat di kawasan agropolitan di Kecamatan 
Malunda Kabupaten Majene, diharapkan mampu mengembangkan aset-
aset yang sudah dimilikinya serta mampu mengembangkan mutu sumber 
daya manusia baik dari bantuan pemerintahan setempat maupun melalui 
non-pemerintahan secara berkelanjutan. 
2. Kepada Pemerintah Kabupaten Majene, diharapkan mampu 
mengembangkan kawasan agropolitan di Kecamatan Malunda dengan 
model penerapan Asset Based Community Development dan 
memaksimalkan potensi pertanian (sumber daya alam) di wilayah 
setempat, juga meningkatkan kemandirian masyarakatnya dan 
membangun sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengembangan 
agropolitan. 
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